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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas rahmat yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan
Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin. Hal ini
bertujuan untuk mengimplementasikan salah satu area reformasi Birokrasi

yaitu adanya dokumen Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Peta Prose Bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis, merupakan acuan bagi instansi
pemerintah khususnya Sekretariat Daerah untuk menggambarkan hubungan
kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam upaya mencapai
kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi sehingga menghasilkan

keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Dokumen Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin
disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banyuasin periode 2018 - 2023. Kami menyadari masih banyak kekurangan
yang terdapat pada dokumen Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah
Kabupaten Banyuasin, untuk segala saran, kritikan dan masukan yang

bersifat perbaikan sangat diharapkan.

Semoga dokumen ini bermanfaat untuk menjadi acuan dalam

penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja yang ideal.
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KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 261/KPTS/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

BUPATI BANYUASIN,

a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai

salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk
mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi,
tepat ukuran, dan tepat proses di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Banyuasin,;

.bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta
Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu Penyusunan Peta
Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4181);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan . . .



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan Yth:

5.

2

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin, sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam
diktum Kesatu Keputusan ini adalah ruang lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten Banyuasin dengan rincian sebagai berikut :

a.

program sasaran dan tujuan Penyusunan Peta Proses Bisnis
tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin mengacu
RPJMD Kabupaten periode Tahun 2018 - 2023;

tahapan penyusunan dengan mendata Kebijakan Umum
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin 2018
- 2023;

melaksanakan Identifikasi Proses untuk mengelompokkan
Sasaran, jenis proses utama/pendukung/lainnya;

Tabel identifikasi proses, identifikasi peta sub proses dan
Identifikasi peta lintas fungsi serta peta relasi.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 9 Maret 2020

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.

2. Inspektur Daerah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.

3. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kab. Banyuasin di Pangkalan Balai.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR/261/KPTS/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES
BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita
bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan Tujuan
pembangunan pemerintahan yang baik menurut Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah bahwa
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam
Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Ferormasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta
Proses Bisnis adalah merupakan acuan bagi instansi pemerintah
untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar
unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan
pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah
bagi pemangku kepentingan.

Reformasi  birokrasi merupakan  prioritas utama  pelaksanaan
pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan
sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan
yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan
Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan
akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan
sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam
pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan
efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan
oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang

berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi
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dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi

lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap wunit organisasi

memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses

bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan

tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang

mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen

atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah

keniscayaan wuntuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam

penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan

kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan

rencana strategis organisasi.

Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten

Banyuasin sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk

mengetahui peta proses bisnis sesuai Visi, Misi, Tujuan, dan strategi

Organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai berikut:

a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien

b. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun
eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai
Visi, Misi, dan Tujuan

c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan
mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang
dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset
pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis
terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia,
serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

1. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan
suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah;
dan

2. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan
dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan

pekerjaan.



C. Ruang Lingkup
Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh  Pemerintah daerah
Kabupaten Banyuasin, meliputi seluruh Sasaran (Proses), Program (Sub
Proses) dan kegiatan (Lintas fungsi) yang sesuai dengan dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana strategis dan

rencana kerja organisasi.

D. Gambaran Umum Kabupaten Banyuasin

Posisi Geografis 190 37°32.12” sampai 3° 09’15.03”LS dan 104° 02°21.79”

sampai 1050 33’38.5”BT.

Luas wilayah 11.832,69 Km? , dengan perbatasan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kab. Tanjung Jabung Timur (Jambi) dan Selat Bangka

Sebelah Timur  : Kec. Pampangan Kec. Air Sugihan (OKI)

Sebelah Selatan : Kec. Pemulutan (OI), Kec. Jejawi (OKI), Kota
Palembang, Kec. Sungai Rotan, Kec.Gelumbang, Kec.
Muara Belida (Muara Enim)

Sebelah Barat : Kecamatan Sungai Lilin, Lais dan Kec. Lalan

(Musi Banyuasin).

JUMLAH KEC, KEL DAN DESA SEBAGAI BERIKUT :
» - KECAMATAN = 21
» - KELURAHAN = 17
» - DESA = 288 terdiri :
» Desa Eks Marga = 155
» Desa Eks Trans = 133
Jumlah penduduk/kondisi jumlah penduduk Maret Tahun 2019 adalah
811.844 jiwa.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KABUPATEN BANYUASIN

A. Visi
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023
adalah: "Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera."

Visi Jangka Panjang Tahun 2005-2025 sebagai berikut: “Terwujudnya
Banyuasin Yang Maju Dengan Masyarakat Yang Sejahtera Dalam Tatanan Bumi

Sedulang Setudung”.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Banyuasin tersebut maka ditetapkan 5 (Lima.) Misi Pembangunan Daerah 2005-
2025, yaitu:

1) Mewujudkan Kapasitas Pemerintahan Yang Adil Jujur Bersih dan Berwibawa;
2) Mewujudkan Sumberdaya manusia yang berkualitas;

3) Mewujudkan Masyarakat Banyuasin yang Damai dan Demokratis;

4) Mewujudkan Prekonomian Daerah yang Maju dan Mandiri;

S5) Memantapkan Sektor Pertanian yang berorientasi Agribiusnis.

Kabupaten Banyuasin dalam menetapkan Visinya sejalan dan berkaitan dengan Visi

Pembangunan Nasional Adapun urutannya sebagai berikut:

Visi Pembangunan Nasional 2019-2023

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong” “ menuju pada sebuah negara yang lebih
produktif, yang memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi

g8

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2019 - 2023

“Provinsi Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”

iy

Visi Pembangunan Banyuasin Tahun 2018-2023

“Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera”




B. Misi, Tujuan dan Sasaran
Misi Kabupaten Banyuasin/Misi Bupati dan Wakil Bupati seperti yang tertuang
dalam RPJMD 2018-2023, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang

mendukung Misi 1 sampai 5 adalah:

a. Misi 1 : Meningkatkan Sumberdaya Manusia Banyuasin yang berdaya

saing tinggi melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Dengan tujuan meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Sasaran

sebagai berikut :
1) Bangkit Pendidikan (meningkatnya kualitas Pendidikan). Dengan strategi :

- Meningkatkan Akses, Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana
Infrastruktur  Pendidikan (Bangunan Gedung Sekolah yang

memadai dan Ketersediaan Fasilitas Laboratorium)
- Memberikan Bantuan Beasiswa, Buku dan Alat Tulis.

- Meningkatkan Kesejahteraan dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan

Kependidikan.

2) Bangkit Kesehatan (Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Kecukupan Gizi

Masyarakat). Dengan strategi :

- Pengobatan Gratis Berbasis E-KTP Bagi Masyarakat yang tidak

Mampu.

- Melengkapi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dan

Peningkatan Gizi Masyarakat.

- Rekrutmen Dokter dan Paramedis, Pemberian Insentif dan Jaminan

Spesialis.

b. Misi 2 : Meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan demokratisasi di
Banyuasin.
Mempunyai tujuan :
1) Terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.
Dengan sasaran “Bangkit Ketentraman ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat (menurunnya kriminalitas).” Dengan

strategi mengupayakan pengelolaan system informasi keamanan

manajemen penegakan peraturan daerah.
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2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi

Dengan  sasaran Bangkit demokrasi (meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam berdemokrasi. Strateginya meningkatkan
pengetahuan  masyarakat melalui  Pendidikan  berpolitik  bagi

masyarakat.

. Misi 3 : Meningkatkan Keimanan Dan Ketagwaan Masyarakat Dengan
Nilai-Nilai Kerukunan, Kebersamaan Serta Kreativitas Sehingga Mampu

Berpretasi Gemilang.
Tujuannya :

Mewujudkan masyarakat berprestasi dan relegius. Sasaran (Bangkit
prestasi dan keimanan masyarakat) meningkatnya masyarakat yang
berprestasi dan religius. Strateginya meningkatkan kompetensi atlet dan

pelaku seni yang rajin ibadah.

. Misi 4 : Meningkatkan Nilai Tambah Sumberdaya Alam, Sumberdaya

Ekonomi Menuju Banyuasin Yang Sejahtera

Tujuan :

’

1) Meningkatnya kesejahteraan perekonomian. Dengan sasaran :

- Bangkit pertanian (meningkatnya kesejahteraan petani dan
nelayan). Strateginya :Meningkatkan pengelolaan sumber daya

unggulan secara maksimal.

- Bangkit Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM terhadap
PDRB dan Investasi (Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan,
industri Pengolahan dan Investasi). Strateginya mengupayakan
pengelolaan produk unggulan secara terintegrasi dan

meningkatkan kemudahan investasi.

- Bangkit Tenaga Kerja Lokal (Meningkatnya Kesempatan Berusaha
dan Kesempatan Kerja). Strateginya Meningkatkan Upaya-upaya
kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik dalam maupun

luar negeri.

- Bangkit Daya Saing Produk Daerah dan Pariwisata (Meningkatnya
Inovasi Teknologi dan Destinasi Pariwisata). Dengan strateginya
Meningkatkan Penerapan Inovasi daerah dan Pengembangan destinasi

wisata.



2) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
Sasaranya :

- (Bangkit Infrastruktur) Meningkatnya infrastruktur yang baik,
merata dan berwawasan lingkungan dan naiknya status desa).
Strateginya Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan

Infrastruktur layanan Dasar dan Pengembangan Kawasan Pedesaan.

- Bangkit Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Resiko Bencana). Strateginya

Meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
e. Misi 5: Meningkatkan Keterbukaan dan Keadilan Untuk Semua

Tujuannya : Meningkatkan kinerja pengelolaan  pemerintahan menuju

Good Governance.

Sasarannya :

(Bangkit Reformasi Birokrasi) Meningkatnya Reformasi Birokrasi.
Strateginya :

1) Meningkatkan Pengelolaan Sistem Pelayanan Publik.

2) Meningkatkan Kapasitas SDM dan Sistem tata kelola Kepegawaian.

3) Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan, Perencanaan

Pengendalian dan Pengawasan.
4) Meningkatkan Pengelolaaan Kearsiapan.

S5) Meningkatkan Upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi.

f. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang
profesional sehingga bisa menjadi pelayan masyarakat dan aparatur
optimal, dan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang

terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

g. Ada 5 Misi dan 7 tujuan serta 12 sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten
Banyuasin 2018-2023 tersebut di atas.



C. Program pembangunan Daerah

Program kerja Bupati Banyuasin yang perlu diterjemahkan dalam Sasaran dan

program prioritas serta program-program kerja pemerintah Daerah Kabupaten

Banyuasin yang meliputi:

e Ada 7 (tujuh) Program Prioritas :

NouRLbe=

Program Banyuasin Cerdas;

Program Banyuasin Sehat;

Program Banyuasin Religius;

Program Banyuasin Prima;

Program Infrastruktur Bagus;

Program Banyuasin Petani Bangkit;

. Program Sistem Pemerintahan Terbuka;

e Program kerja Pemerintah Daerah :

cuhrLbe=

0 0N

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Program Peningkatan/progam Pendidikan anak usia dini.
Peningkatan/Progam  Wajib Belajar pendidikan dasar Sembilan Tahun.
Peningkatan/Program Pendidikan menengah.

Peningkatan /Program mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak
Menular.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

Program Peningkatan Kesehatan Maternal dan Kesehatan Reproduksi.
Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja.

Peningkatan Ketahanan Pangan.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan
Ketentraman Serta Perlindungan dan Masyarakat/Linmas.

Program Pendidikan Politik masyarakat.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Program Pelayanan Sosial Kemasyarakatan.

Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan agama.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

Program Pengembangan Nilai Budaya.

Pengelolaan keragaman budaya daerah.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian.



34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
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Program Peningkatan Pelak sanaan Penyelenggaraan Penyuluhan dan SDM
Pertanian

Program Peningkatan Produksi Peternakan

Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura

Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Program Peningkatan Produksi Perkebunan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program pengembangan Perikanan Tangkap

Program Perencanaan Stastistik Perikanan

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha
Mikro Menengah

Program Pengembangan IKM

Program Sentra-Sentra Industri Potensial

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi dalam Perindustrian
Program Peningkatan efisien si Perdagangan Dalam Negeri

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program Pendapatan dan Pemberdayaan (Pasar)

Program Pembinaan peda gang kaki lima dan asongan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Peningkatan Kuali tas & Produktivitas Perizinan

Program peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program sistem inovasi Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Infrastruktur bagus : Program Pembangunan Jalan dan jembatan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Pengembangan Perumahan

Program Pembangunan Salur an Drainase/Gorong-gorong

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Pembangunan Prasa rana& Fasilitas Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Pembangunan Kawasan Pedesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa



73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.
80.
81.
82.

83.

84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.

101.
102.
103.
104.
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Program Peningkatan Infra struktur Teknologi Informasi Komunikasi
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Kebijakan KDH

Program Peningkatan Profesi onalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan

Program Optimlisasi Peman faatan Teknologi Informasi

Program Pencegahan Korupsi

Program Pendidikan Kedinasan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

rogram Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Program Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Daerah

Program Optimalisasi Penatausahaan Belanja Daerah

Program Peningkatan Kualitas Informasi Keuangan Daerah

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Penataan Ketatalaksanaan

Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Program Implementasi Layanan Pengadaan Sistem Elektronik

Program Pengembangan Elektronik Government Berbasis Teknologi
Informasi Komunikasi

Program Kerjasama Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi Adminstrasi Penduduk

Program Perbaikan Sistem Adminstrasi Kearsipan

Program Penyelamatan dan pelestraian Dokumen
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BAB III
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah

Berdasar Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2018 Organisasi Perangkat Daerah
di lingkungan Kabupaten Banyuasin terdiri dari 29 Organisasi Perangkat Daerah

Sekretariat, Dinas, Inspektorat dan badan daerah yaitu :

Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.

Inspektorat Daerah.

Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Kesehatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Dinas Sosial.

0. Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

11. Dinas Ketahanan Pangan.

12. Dinas Lingkungan Hidup.

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

15. Dinas Perhubungan.

16. Dinas Komunikasi dan Informatika.

17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

20. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

21. Dinas Perikanan.

22. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

23. Dinas Perkebunan dan Peternakan.

24. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

25. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Saya Manusia.

27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

28. Badan Pendapatan Daerah.

29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik.

e B el o e

B. Sistem Tugas dan Fungsi
3.1 Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dalam
pembangunan di Kabupaten Banyuasin diatur dalam Peraturan Bupati Banyuasin
Nomor 179 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas fungsi
Sekretariat Daerah  Kabupaten Banyuasin merupakan unsur pelaksana
pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas Sekretaris Daerah
Kabupaten Banyuasin adalah melaksanakan tugas membantu Bupati Dalam
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penyusunan Kabijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan

Tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan Sekretaris Daerah

Kabupaten Banyuasin menyelenggarakan fungsi:

. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;

. Pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah;

AW N -

. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi
daerah;
S. Penetapan kebijakan di Lingkungan Sekretariat Daerah;
6. Pembinaan penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah serta Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama dan Administratur di Lingkungan Sekretariat Daerah;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

«

(Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 135 Tahun 2018) “diantaranya
menjelaskan :

(1) Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana merupakan unsur staf.

(2)  Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

. Sumber Daya Manusia

Tenaga Aparatur Sipil Negara/Pengawai Negeri Sipil menjadi Sumber Daya Manusia
Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Banyuasin keadaan Nopember
2019 tercatat sebanyak 7.596 orang  tenaga  PNS Laki-laki =3.174 orang PNS

Perempuan =4.422 orang. Rincian pergolongan sebagai berikut :
Golongan IV : 1.978 orang
Golongan III  : 4.611 orang
Golongan II : 972 orang

Golongan I : 35 orang.
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BAB IV
PRINSIP DAN TAHAP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

A. Prinsip penyusunan peta proses bisnis

Prinsip penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai berikut :

1.

Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan,

masukan, serta keluaran yang jelas.

. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang

berurutan sesuai waktu dan ruang.

Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima
hasil dari proses lintas unit organisasi.

Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus
memberikan nilai tambah pada penerima.

Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus
terkait dalam suatu struktur organisasi.

Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa
fungsi dalam satu organisasi.

Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi
tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.

Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang

ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

B. Tahap Penyusunan Peta Proses Bisnis

Penyusunan peta proses bisnis Setda dilaksanakan dengan 2 tahap yaitu:

1.

Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan
inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi,
misi,tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui
aktivitasaktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi pemerintah
tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke
dalam kelompok (folder) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh
aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah
ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Pengelompokkan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan

unit organisasi.
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b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/ proses
kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah.

c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah
diimplementasikan.

2. Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis

organisasi atau business process mapping. Untuk dapat membangun

pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan

pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan.

Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta

proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan

(level O, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu

peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi.

C. Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Banyuasin

(terlampir).
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KEBIJAKAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN BANYUASIN 2018 - 2023

PROGRAM PEMBANGUNAN

NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BIDANG URUSAN OPD PENANGGUNGJAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8
Misi 1 Meningkatnya Sumber Daya Menusia yang Berdaya Saing Tinggi Melalui pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas
1 |Bangkit Pendidikan Meningkatkan Akses, Kualitas dan Meningkatkan Akses |Angka Rata-rata Lama sekolah |Program Pendidikan Anak Usia  |Urusan Pendidikan  |Pendidikan dan
(Meningkatnya Kualitas |Kuantitas Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Dini Kebudayaan
Pendidikan) Infrastruktur Pendidikan (Bangunan |Pendidikan
Gedung Sekolah yang memadai dan
Ketersediaan Fasilitas Laboratorium
Memberikan Bantuan Beasiswa, Buku |Memberikan Harapan Lama Sekolah Program Wajib Belajar
dan Alat Tulis Beasiswa dan Alat Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Tulis
Meningkatkan Kesejahteraan dan Peningkatan tingkat (Angka Putus Sekolah (D0) Program Pendidikan Menengah
Kompetensi Tenaga Pendidik dan pendidikan tenaga  |Pendidikan Dasar
Kependidikan Pendidikan
SD (%) Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
SLTP (%) Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya |Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan
Baca dan Pembinaan Arsip Daerah

Perpustakaan
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2 3 4 5 6 7 8
2 |Bangkit Kesehatan Pengobatan Gratis Berbasis E-KTP Bagi  [Meningkatkan Kualitas [Angka usia harapan hidup Program Pengadaan, Peningkatan Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan
(Meningkatnya Derajat Masyarakat yang tidak Mampu Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

kesehatan dan Kecukupan
Gizi masyarakat)

Puskesma/Puskesmas Pembantu dan
jaringannya

Melengkapi Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan
Gizi Masyarakat

Meningkatkan sarana
dan prasarana
Kesehatan

Angka Ke matian Bayi per 1000
kelahiran hidup

Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan

Rekrutmen Dokter dan Paramedis,
Pemberian Insentif dan Jaminan Spesialis

Meningkatkan
Pemenuhan Dokter dan
Tenaga Medis secara
bertahap

Angka Kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup

Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan

Persentase Penurunan Penyandang
Disabilitas Miskin dan Rentan

Program Pencegahan dan
Penagnggulangan Penyakit Menular

dan Tidak Menular
Pencapaian skor Pola Pangan Program Upaya Kesehatan
Harapan (PPH) Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan
Sehat

Program Peningkatan Kesehatan
Maternal dan

Program Pembinaan Kesehatan Anak
dan Remaja

Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Diversifikasi
dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Pemdberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnva

Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
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Misi 2 Meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan demokratisasi di Banyuasin

1 2 3 4 5 b 7 8
3| Bangkit Ketentraman, [Mengupayakan pengelolaan sistem  |Meningkatkan Angka kriminalitas Program Peningkatan Keamanan |Urusan Trantib Linmas |Satuan Polisi Pamong Praja
Ketertiban Umum, dan  |informasi manajemen penegakan  |Pelaksanaan Perda dan Kenyamanan Lingkungan
Perlindungan peraturan daerah dan Pengendalian
Masyarakat) Menurunnya Operasional
krimina¥ftas
Persentase Penurunan Program Pemeliharaan
Pelanggaran Perda Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat
Program Pemberdayaan
Masyarakat untuk menjaga

Ketertiban dan Ketentraman serta
Perlindungan Masyarakat/
Linmas
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2 3 4 5 6 8
(Bangkit Demokrasi) Meningkatkan pengetahuan Meningkatkan Angka partisipasi Pemilu (%) |Program Pendidikan Politik B. Kesbangpol
Meningkatnya kesadaran |Masyarakat melalui Pendidikan pendidikan dan Masyarakat
masyarakat dalam Berpolitik bagi Masyarakat fasilitasi politik bagi
berdemokrasi masyarakat dan
Partai Politik

Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
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Misi 3. Meningkatkan Keimanan Dan Ketagwaan Masyarakat Dengan Nilai-Nilai Kerukunan, Kebersamaan Serta Kreativitas Sehingga Mampu Berpretasi Gemilang

1 2 3 4 5 6 8
5[ (Bangkit Prestasi dan ~ |Meningkatkan Kompetensi Atletdan |Meningkatkan Persentase Atlet Berprestasi Program Pelayanan Sosial Sekretariat Daerah
Keimanan Masyarakat) |Pelaku Seni edukasi dan olahraga Kemasyarakatan
Meningkatnya dan Kesenian
Masyarakat yang
Berprestasi dan Religius
Mengupayakan satu |Persentase Prestasi Bidang Seni |Program Peningkatan Sekretariat Daerah
kecamatan satu dan Budaya Pemahaman dan Pengamalan
Rumah Tahfiz dan agama
Pembinaan Generasi
Hafiz Quran
Generasi muda Hafiz Al-Quran  |Program Pembinaan dan Dinas Kepemudaan,

(orang)

Pemasyarakatan Olah Raga

olahraga dan Pariwisata

Masyarakat Khatam Al-Quran
(orang)

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga

Dinas Kepemudaan,
olahraga dan Pariwisata

Pesentase peningkatan zakat
melalui BAZDA

Program Pengembangan Nilai
Budaya

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Pengelolaan keragaman budaya
daerah

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
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Misi 4. Meningkatkan Nilai Tambah Sumberdaya Alam, Sumberdaya Ekonomi Menuju Banyuasin Yang Sejahtera

1 2 3 4 5 6 8
6|Bangkit Pertanian Meningkatkan Pengelolaan Meningkatkan Sarana |Nilai tukar petani (%) Program Penyediaan dan Distan pangan
(Meningkatnya Sumberdaya Unggulan secara Prasarana Pertanian, Pengembangan Prasarana dan
Kesejahteraan Petani dan |maksimal Perikanan dan Sarana Pertanian
Nelayan) Kapasitas Penyuluh
Nilai tukar nelayan (%) Program Peningkatan Pelak Distan pangan
sanaan Penyelenggaraan
Penyuluhan dan SDM Pertanian
Nilai tukar pembudidaya ikan Program Peningkatan Produksi DISUTBUN NAK
(%) Peternakan
Program Peningkatan Produksi Distan pangan
Tanaman Hortikultura
Program Peningkatan Produksi Distan pangan
Tanaman Pangan
Program Peningkatan Produksi DISUTBUN NAK

Perkebunan

Program Pengembangan DISKAN
Budidaya Perikanan

Program pengembangan DISKAN
Perikanan Tangkap

Program Perencanaan Stastistik DISKAN

Perikanan




21

2

3

4

5

6

8

Bangkit Perdagangan,
Industri, Koperasi dan
UMKM terhadap PDRB
dan Investasi
(Meningkatnya kontribusi
sektor perdagangan,
industri Pengolahan dan
Investasi)

Mengupayakan Pengelolaan Produk
unggulan secara terintegrasi dan
Meningkatkan Kemudahan Investasi

Menumbuhkan
Wirausaha dan Pusat-
pusat bisnis baru

Kontribusi sektor terhadap PDRB
(Perdagangan/%) dan ( Industri
/%)

Program penciptaan iklim Usaha
Kecil Menengah yang kondusif

Dinas Perdakop

Penanaman Modal Asing (PMA)
/Perusahaan

Program pengembangan sistem
pendukung usaha bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah

Dinas Perdakop

Jumlah nilai PMA/ Perusahaan

Program pengembangan
kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif Usaha Mikro

Dinas Perdakop

Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) /Perusahaan

Program Pengembangan IKM

Dinas Perdakop

Jumlah nilai PMDN

Program Sentra-Sentra Industri
Potensial

Dinas Perdakop

Program Peningkatan Dinas Perdakop
Kemampuan Teknologi dalam

Perindustrian

Program Peningkatan efisiensi Dinas Perdakop

Perdagangan Dalam Negeri

Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor

Dinas Perdakop

Program Pendapatan dan Dinas Perdakop
Pemberdayaan (Pasar)

Program Pembinaan pedagang Dinas Perdakop
kaki lima dan asongan

Program Peningkatan Promosi DPM-PTSP

dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Iklim DPM-PTSP
Investasi dan Realisasi Investasi

Program Peningkatan Kxalitas & DPM-PTSP

Produktivitas Perizinan
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2 3 4 5 6 8
Bangkit Tenaga Kerja Meningkatkan Upaya-upaya Meningkatkan
Lokal (Meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha dan Rasto Pendiidiilk yang belker Program peningkatan Kualitas Disnakertrans

Kesempatan Berusaha
dan Kesempatan Kerja)

industri baik dalam maupun luar
negeri

produktivitas tenaga
kerja

dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat pengangguran terbuka

Program Peningkatan
Kesempatan Kerja

Disnakertrans

Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan

Disnakertrans
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2 3 4 5 6 8

Bangkit Daya Saing Meningkatkan Penerapan Inovasi Meningkatkan Persentase pemanfaatan Inovasi |Program sistem inovasi Daerah Bappeda Litbang
Produk Daerah dan daerah dan Pengembangan destinasi |Penerapan Inovasi  |Unggulan Daerah
Pariwisata wisata dan Pengembangan
(Meningkatnya Inovasi Kawasan Wisata
Teknologi dan Destinasi
Pariwisata)

Program Penelitian dan

Pengembangan

Peningkatan Jumlah kunjungan |Program Pengembangan Destinasi Dinas Kepemudaan,

wisata

Pariwisata

Olahraga dan Pariwisata
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Infrastruktur Perdesaan

1 2 3 4 5 6 8
10|Bangkit Infrastruktur Meningkatkan pembangunan dan Meningkatkan Persentase jalan kabupaten Program Infrastruktur bagus : Dinas PU TR
(Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur layanan |kualitas dan dalam kondisi mantab Program Pembangunan Jalan dan
infrastruktur yang baik, |dasar dan pengembangan kawasan Kuantitas sarana dan jembatan
merata dan berwawasan |pedesaan prasarana
lingkungan dan naiknya infrastruktur layanan
status desa) dasar
Persentase dermaga dalam Program Rehabilitasi/ Pemeli Dinas PU TR
kondisi mantap haraan Jalan dan Jembatan
Program Pengembangan Disperkimtan
Perumahan
Cakupan rumah layak hxni Program Pembangunan Salur an Disperkimtan
Drainase/Gorong-gorong
Persentase penduduk berakses |Program Pengembangan Kinerja Disperkimtan
air minum Pengolahan Air Minum dan Air
Limbah
Cakupan layanan telekomunikasi [Program Pengembangan Disperkimtan

Persentase irigasi kabupaten
dalam kondisi baik

Program Lingkungan Sehat
Perumahan

Disperkimtan

Program Pembangunan Sarana DISHUB
dan Prasarana Perhubungan
Program Pembangunan DISHUB
Prasarana& Fasilitas
Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan DISHUB
Angkutan
Program Pembangunan Kawasan DPMD
Pedesaan
Jumlah Desa sangat tertinggal Program Peningkatan Partisipasi DPMD
dan tertinggal menjadi desa Masyarakat dalam Membangun
berkembang
Program Peningkatan Infra DISKOMINFO

struktur Teknologi Informasi
Komunikasi

Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi

Disnakertrans
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Pengendalian Polusi

1 2 3 4 5 6 8
11|Bangkit Kualitas Meningkatkan upaya pengelolaan Meningkatkan Indeks kualitas lingkungan hidup [Program Pengendalian DLH
Lingkungan Hidup lingkungan hidup pemantauan (IKLH) Pencemaran dan Perusakan
(Meningkatnya usaha/kegiatan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Lingkungan berpotensi
Hidup dan Pengelolaan pencemaran
Resiko Bencana) lingkungan dan
Penertiban Izin
Pengendalian dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Menurunnya indeks resiko Program Pengembangan Kinerja DLH
bencana Pengelolaan Persampahan
Program Perlindungan dan DLH
Konservasi Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kxalitas DLH
dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan DLH

Pragram Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
Hutan dan Lahan

BPBD-KESBANG

Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam

BPBD-KESBANG
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Misi 5 Meningatkan keterbukaan dan keadilan untuk semua
2 3

1 4 2 6 7 g
12 |Bangkit Reformasi Birokrasi Meningkatkan Pengelolaan Sistem Pelayanan |Meningkatkan Sistem Indeks Reformasi Birokrasi Sistem Pemerintahan terbuka : Program |Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah/ Dan seluruh
(Meningkatmya Reformasi Publik Pelayanan Publik Sistem Pemerintahan Terbuka aPD
Birokrasi)
Meningkatkan Kapasitas SDM dan Sistem tata |Penguatan Kapabilitas Tingkat Maturitas SPIP Program Peningkatan Sistem Pengawasan Irda/Setda
kelola Kepegawaiaan APIP dan Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan, |Penguatan Program Peningkatan Profesi onalisme Irda
Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Profesionalisme Aparatur tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Sipil Negara dan Pengawasan
Manajemen tata kelola
pemerintahan
Program penataan dan penyempurnaan Irda
kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
Meningkatkan Pengelolaaan Kearsiapan Program Optimlisasi Pemanfaatan Diskominfo
Teknologi Informasi
Meningkatkan Upaya-upaya pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Setda/Irda
reformasi birokrasi
Program Pendidikan Kedinasan BKPSDM
Program Pembinaan dan Pengembangan BKPSDM
Aparatur
Nilai LkjIP Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Setda/ serta OPD terkait

Pragram Perencanaan Pemhangunan
Daerah

Bappeda Lithang

Program Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan

Bappeda Lithang

Program Pengendalian Pelaksanaan Seluruh OPD
Kegiatan Pembangunan
Program Optimalisasi Pengelolaan BPKAD
Anggaran Daerah
Program Optimalisasi Penatausahaan BPKAD
Belanja Daerah
Program Peningkatan Kualitas Informasi BPKAD
Keuangan Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat/SKM |Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah

Publik

Program Penataan Ketatalaksanaan

Bagian Organisasi/ Setda

Program Peningkatan Kinerja Pelayanan
Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadan Barang/jasa/
Setda

Program Implementasi Layanan
Pengadaan Sistem Elektronik

Bagian Pengadan Barang/jasa/
Setda

Program Pengembangan Elektronik Diskaminfo
Government Berbasis Teknologi

Informasi Komunikasi

Program Kerjasama Komunikasi Publik Diskominfo

Program Pengelolaan Informasi
Administrasi Penduduk

Disdukcapil

Program Perbaikan Sistem Administrasi DPKD
Kearsipan
Program Penyelamatan dan pelestraian DPKD

Dokumen /Arsip Daerah
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IDENTIFIKASI PROSES

NO SASARAN (nama proses) UTAMA/ PENDUKUNG/LAINNYA KODE
1 Bangkit Pendidikan (Meningkatnya Kualitas Pendidikan) UTAMA Dinas Pendidikan (BYA.O01)
2 Bangkit Kesehatan (Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Kecukupan Gizi Masyarakat) UTAMA Dinas Kesehatan (BYA.02)
3 Bangkit Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat] Menurunnya UTAMA Satpol PP (BYA.03)
kriminalitas
4 (Bangkit Demokrasi) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi UTAMA Bakesbang linmas (BYA.04)
5 (Bangkit Prestasi dan Keimanan Masyarakat) Meningkatnya Masyarakat yang UTAMA Dinas Pariwisata (BYA.05)
berprestasi dan religius
6 Bangkit Pertanian (Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan) UTAMA Dinas Pertanian (BYA.06)
4 Bangkit Perdagangan, Industri , Koperasi dan UMKM terhadap PDRB dan Investasi UTAMA Disperindagkop (BYA.07)
(Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, industri Pengolahan dan Investasi)
8 Bangkit Tenaga Kerja Lokal ( Meningkatnya kesempatan berusaha dan kesempatan UTAMA Disnakertrans (BYA.08)
kerja)
9 Bangkit Daya Saing Produk Daerah dan Pariwisata (Meningkatnya Inovasi Teknologi UTAMA Bappeda Litbang (BYA.09)
dan Destinasi Pariwisata)
10 (Bangkit Infrastruktur) Meningkatnya infrastruktur yang baik, merata, berwawasan UTAMA Dinas PU TR (BYA.10)
lingkungan, dan naiknya status desa)
11 (Bangkit Kualitas Lingkungan Hidup) Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup UTAMA Dinas Lingkungan Hidup (BYA.11)
dan Pengelolaan Resiko Bencana
12 (Bangkit Reformasi Birokrasi] Meningkatnya Reformasi Birokrasi PENDUKUNG IRDA, SETDA, OPD LAINNYA BYA 12




28

IDENTIFIKAS| SUB PROSES- LINTAS FUNGSI

Tabel!
NO SUB PROSES KODE NAMA LINTAS FUNGSI KODE
1 2 3 4 5
1 Peningkatan/progam Pendidikan
anak usia dini BYA.01.01 Pembangunan gedung sekolah BYA.01.01.01
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula BYA.01.01.02
Pengadaan Mebeluer Sekolah BYA.01.01.03
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah BYA.01.01.04
Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik BYA.01.01.05
penyelenggara pendidikan anak usia dini BYA.01.01.06
pelaksanaan manajemen pengelolaan dan
pengawasan DAK BOP HYA01 LYo
pengadaan alat permainan edukatif BYA.01.01.08
pelatihan guru PAUDNI INKLUSIF BYA.01.01.09
pelatihan keterampilan guru PAUD BYA.01.01.10
Peningkatan/Progam Wajib Belajar

2 pendidikan dasar Sembian Tahun BYA.01.02 pembangunan gedung sekolah BYA.01.02.01
pen?bangunan rumah dinas kepala sekolah , guru, BYA.01.02.02
penjaga sekolah
penambahan ruang guru sekolah BYA.01.02.03
pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa BYA.01.02.03
pengadaan pakaian seragam sekolah BYA.01.02.04
rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah BYA.01.02.05
pelatihan kompetisi tenaga pendidik BYA.01.02.06
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)
|enjang SD/MISDLB dan SMP/MTS serta pesantren
salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD BERAL0L0
dan SMP
penyelenggaraan paket A setara SD BYA.01.02.08
penyelenggaraan paket B setara SMP BYA.01.02.09
pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa BYA.01.02.10
pelaksanaan US dan UN SD/MI BYA.01.02.11
pembangunan sarana gedung sekolah BYA.01.02.12
penyedian dana bantuan program sekolah gratis
bantuan kabupaten jenjang SD/SDLB/MI HYAMn2a8
dana alokasi khusus (DAK) SD BYA.01.02.14
pembinaan KKG BYA.01.02.15
tes penjaringan kepala sekolah SD BYA.01.02.16
bimbingan teknis muatan lokal SD BYA.01.02.17
kelas kaya Literasi BYA.01.02.18
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2 3 4 5
Peningkatan / Program Pendidikan BYA.01.03 BYA.01.03.01
menengah pembangunan gedung sekolah
pembangunan rumah dinas kepala sekolah, penjaga BYA.01.05.02
sekolah
BYA.01.03.03
penambahan ruang kelas
BYA.01.03.04
pembangunan ruang serba guna/aula
BYA.01.03.05
pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
BYA.01.03.06
pengadaan pakaian seragam sekolah
BYA.01.03.07
pengadaan alat praktik dan peraga siswa
BYA.01.03.08
rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang BYAG10308
pratikum sekolah
BYA.01.03.10
pelaksanaan UN dan US SMP/MTS
BYA.01.03.11
bimtek implementasi kurikulum SMP
BYA.01.03.12
dana alokasi khusus (DAK) SMP
BYA.01.03.13
Pengadaan alat TIK
BYA.01.03.14
MGMP (musyawarah guru mata pelajaran)
bimbingan teknis pembinaan Osis, SMP, SMA dan BYA.01.03.15
SMK
BYA.01.03.16
bimbingan teknis guru bimbingan konseling (BK)
BYA.01.03.17
bimbingan teknis guru muatan lokal (mulok)
BYA.01.03.18
Bimbingan MKKS SMP/SMA/SMK
BYA.01.03.19
persiapan akreditasi sekolah
BYA.01.03.20
test penjaringan kepala sekolah SMP
Peningkatan/ Program mutu Pendidik BYA.01.04 BYA.01.04.01
dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan sertifikasi pendidik
Pengembangan sistem penghargaan dan BYA.01.04.02
perlindungan terhadap profesi pendidik
BYA.01.04.03
profil pendidikan
Pelaksanaan badan musyawarah pengurus swasla BYAD1,04:05
(BMPS)
Penyelenggaraan PPD-AKN Banyuasin BYAQT0%00
Bimbingan teknis manajemen kepala SD, SMP, SMA BYAQT.O%0F
dan SMK
Penilaian angka kredit fungsional guru, pengawas BYA.01.04.08
dan penilik
g BYA.01.04.09
Induksi guru pemula
Pengembangan Budaya Baca dan BYA.01.05 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip dan Bahan BYA.01.05.01
Pembinaan Perpustakaan Kepustakaan
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca BYA.01.05.02

untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat
Pembelajar
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1 2 3 4 5
Pembinaan Minat dan Budaya Baca BYA.01.05.03
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada BYA.01.05.04
perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,
Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan
Desa/Masvarakat
Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan B s
Perpustakaan
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan BYA.01.05.06
dan Minat Baca di Daerah
Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan BYA.01.05.07
Budaya Baca
Penyusun Kebijakan Perpustakaan BYA.01.05.08
Publikasi dan Sosialisasi Minat Budaya Baca BYA.01.05.09
Meonitoring, Evaluasi dan Pelaporan BYA.01.05.10
11(6) |Program Pengadaan, Pening katan BYA.02.01 Pembangunan Puskesmas BYA.02.01.01
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
Pembangunan Gedung Obat/Apotik BYA.02.01.02
Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit BYA.02.01.03
(VVIP,VIP Kelas |,Il,dan Ill)
Pengembangan Ruang Gawat Darurat BYA.02.01.04
Pengembangan Ruang ICU,ICCU,NICU BYA.02.01.05
Pengembangan Ruang Operasi BYA.02.01.06
Pengembangan Ruang Terapi BYA.02.01.07
Pengembangan Ruang Isolasi BYA.02.01.08
Pengembangan Ruang Bersalin BYA.02.01.09
Pengembangan Ruang Inkubator BYA.02.01.10
Pengembangan Ruang Bayi BYA.02.01.11
Pengembangan Ruang Rontgen BYA.02.01.12
Pengembangan Ruang Laboratorium Rumah BYA.02.01.13
Sakit
Pembangunan Kamar Jenazah BYA.02.01.14
Pengembangan Instalasi Pengelolahan Limbah BYA.02.01.15
Rumah Sakit
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit BYA.02.01.16
Pengadaan Alat-alat Rumah Kesehatan Rumah BYA.02.01.17
Sakit
Pengadaan Obat-obat Rumah Sakit BYA.02.01.18
Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah BYA.02.01.19
Pengadaan Mebeuler Rumah Sakit BYA.02.01.20
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga BYA.02.01.21
Rumah Sakit (Dapur,Ruang
Pasien,Laundry,Ruang Tunggu dan lain-lain)
Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit BYA.02.01.22
Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat BYA.02.01.23
Menyurat Rumah Sakit
Pengadaan Tanah BYA.02.01.24
Pemeliharaan dan Perbaikan Rutin/berkala rumah BYA.02.01.25
sakit
7 Program Obat dan Perbekalan BYA.02.02 |Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan BYA.02.02.01
Kesehatan
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan BYA.02.02.02
Perbekalan Kesehatan
Administrasi Distribusi Obat dan Perbekalan BYA.02.02.03
Kesehatan
Pengadaan dan Peningkatan alat kesehatan BYA.02.02.04

(alkes) dan perbekalan kesehatan
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1 2 3 4 5
Pengawasan dan pembinaan alat kesehatan BYA.02.02.05
(alkes) dan PKRT
Revitalisasi alat kesehatan (alkes) Puskesmas BYA.02.02.06
8 Program Peningkatan Pelayanan BYA.02.03 Upaya Pelayanan kesehatan rujukan BYA.02.03.01
Kesehatan
Upaya Pelayanan Kesehatan Primer BYA.02.08.02
Kemitraan dan Jejaring Pelayanan Kesehatan BYA.02.03.03
Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat BYA.02.03.04
(PERKESMAS)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional BYA.02.03.05
Pelayanan Bagi Keluarga Pasien Miskin yang BYA.02.03.06
Mendapatkan Perawatan di RS
Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah terpencil, BYA.02.03.07
Terluar, Tertinggal _
9 Program Pencegahan dan BYA.02.04 [Peningkatan Imunisasi BYA.02.04.01
Penanggulangan Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Peningkatan Surveillance epidemiologi dan BYA.02.04.02
penanggulangan wabah
Penanggulangan Penyakit TB BYA.02.04.03
Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit BYA.02.04.04
Kaki Gajah (Filariasis) dan kecacingan
Penanggulangan dan Pengendalian penyakit BYA.02.04.05
Diare
Penanggulangan dan Pengendalian HIV / AIDS / BYA.02.04.06
MS
Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit BYA.02.04.07
Rabies dan Zoonosis
Penanggulangan dan pengendalian Penyakit BYA.02.04.08
Malaria
Penanggulangan Penyakit Kusta dan Penyakit BYA.02.04.09
Kutit lainnya
Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit BYA.02.04.10
ISPA
Penanggulangan dan Pengendalian penyakit BYA.02.04.11
Arbovirosis
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian BYA.02.04.12
Penyakit Jantung Pembuluh Darah, hipertensi
dan penyakit kronis dan gangguan imunologi
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian BYA.02.04.13
Penyakit DM, Gangguan Metabolik, Obesitas
dan Gangguan Indera
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian BYA.02.04.14
Penyakit Kanker dan Kelainan Darah
Pelayanan Pencegahan dan pengendalian BYA.02.04.15
masalah kesehatan jiwa dan NAPZA (Sosialisasi
Pengaruh Narkoba)
10 |Program Upaya Kesehatan BYA.02.05 |Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di BYA.02.05.01
Masyarakat Puskesmas dan Jaringannya ( Program Berobat
Gratis berbasis e-KTP bagi masyarakat tidak
mampu)
Pemiliharaan dan Pemulihan Kesehatan BYA.02.05.02
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan BYA.02.05.03
Masalah Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasional dan pemeliharaan BYA.02.05.04
Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa BYA.02.05.05
Biaya Operasional Kesehatan (BOK) BYA.02.05.06
Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga BYA.02.05.07
Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut BYA.02.05.08
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1 2 3 4 5
11 Program Promosi Kesehatan dan BYA.02.06 [Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat BYA.02.06.01
Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Desa Siaga BYA.02.06.02
Pemilihan Posyandu terbaik, Pemilihan Desa BYA.02.06.03
PHBS, Pemilihan Kader Remaja Sehat
Gerakan Promosi Sadar Hidup Sehat BYA.02.06.04
Revitalisasi Posyandu BYA.02.06.05
Advokasi Lintas Sektor dalam Mendukung BYA.02.06.06
Promosi Kesehatan
Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat BYA.02.06.07
12 Program Perbaikan Gizi BYA.02.07 Penanggulangan Stanting serta Masalah Gizi BYA.02.07.01
Masyarakat lainnya
Peningkatan Mutu, Kecukupan Gizi dan BYA.02.07.02
Konsumsi Makanan
Pemetaan Desa Kadarzi dan Desa Garam BYA.02.07.03
Beryodium
Penanggulangan KEP, Eanemia Gizi Besi, BYA.02.07.04
GAKY, Kurang Vit A, dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
13  |Program Pengembangan BYA.02.08 |Pengkajian Pengembangan Lingkxngan Sehat BYA.02.08.01
Lingkungan Sehat
Pengembangan Rumah Sehat BYA.02.08.02
Hygiene Sanitasi Air Bersih dan Air Minum BYA.02.08.03
Hygiene Sanitasi TTU, Industri IRTP, RM/ BYA.02.08.04
Restoran
14  |Program Peningkatan Kesehatan BYA.02.09 |Pembinaan Kesehatan |bu hamil, bersalin dan BYA.02.09.01
Maternal dan Kesehatan nifas
Reproduksi
Pembinaan Kesehatan usia reproduksi BYA.02.09.02
Jampersal BYA.02.09.03
15 |Program Pembinaan Kesehatan BYA.02.10 |Pembinaan Kesehatan bayi, balita dan anak pra BYA.02.10.01
Anak dan Remaja sekolah
Pembinaan Kesehatan anak usia pendidikan BYA.02.10.02
dasar dan remaja
16 |Peningkatan Ketahanan Pangan BYA.02.11 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan| BYA.02.11.01
Suply Pangan.
Pengembangan Data Base Ketahanan Pangan BYA.02.11.02
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BYA.02.11.03
Operasional Dewan Ketahanan Pangan BYA.02.11.04
17  |Program Peningkatan Diversifikasi BYA.02.12 BYA.02.12.01
dan Ketahanan Pangan Pengembangan Ketersediaan dan
Masyarakat Penanganan Rawan Pangan;
BYA.02.12.02
Pengembangan Sistem Distribusi dan
Stabilitas Harga Pangan;
Pengembangan Penganekaragaman BYA.02.12.03
Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BYA.02.12.04

pada Badan Ketahanan Pangan
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1 2 3 4 5
18 e BYA.02.13 Peningkatan kemampuan (capaity building) petugas BYA.02.13.01
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin,
Komunitas Adat Ter pencil (KAT) dan KAT dan PMKS lainnya
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnva
: BYA.02.13.02
Pengandalian, pelaksanaan kelompok usaha
bersama (KUBE) dan Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH)
Pengendalian pelaksanaan bantuan sosial AR
pangan
] BYA.02.13.04
Verifikasi dan validasi data terpadu (BDT)
19 Program Pelayanan dan BYA.02.14 T BYA.02.14.01
ReOP?abilitasi Kiseiahteraan Sosial Pelaksanaan Sosialisasi Penyandang cacat
berat bagi Perangkat Desa di Kab. Banyuasin
— y BYA.02.14.02
Sosialisasi pencegahan dan perlindungan serta
penanganan konban tindak kekerasan dan
pekerja migran
BYA.02.14.03
Penanganan orang terganggu mental dan
gepeng
Pengadaan alat-alat kesehatan bagi PN
penyandang cacad
20 Pemberdayaan Kelembagaan BYA.02.15 Peningkatan kualiatas SDM Kesejahteraan Sosial BYA.02.15.01
Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Pembinaan nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan BYA.02.15.02
Pelaksanaan Seleksi Karang Taruna, Orsos dan BYA.02.15.03
PSM
Pembinaan Karang Taruna Organisasi Sosial, BYA.02.15.04
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan TKSK
Berprestasi
Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Konsultasi BYA.02.15.05
Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mandiri
. Program Banyuasin Prima :
21 Program Peningkatan Keamanan BYA.03.01 Penyiapan Tenaga kerja Pengendali Keamanan dan BYA.03.01.01
dan Kenyamanan Lingkungan Kenyamanan Lingkungan
pengendalian kebisingan dan gangguan dari BYA.03.01.02
kegiatan masyarakat
Pengendalian keamanan lingkungan BYA.03.01.03
penertiban baleho dan reklame BYA.03.01.04
penertiban hewan ternak kaki 4 (empat ) BYA.03.01.05
penertiban anak jalanan, gepeng dan pengemis BYA.03.01.06
penertiban perizinan BYA.03.01.07
penertiban pedagang kaki lima ( PKL) BYA.03.01.08
pengamanan(PAM) hari besar keagamaan BYA.03.01.09
pengamanan (PAM) dan pengawalan pejabat BYA.03.01.10
patroli lingkungan BYA.03.01.11
22 Program Pemeliharaan BYA.03.03 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka BYA.03.03.01
Kantrantibmas dan Pencegahan SISWAMSWAKARSA di daerah
Tindak Kriminal
pembinaan Fisik (Binsik) Sat Pol PP Kab. Banyasin BYA.03.03.02
deteksi dini gangguan ketertiban dan ketentraman BYA.03.03.03
masyarakat
sosialisasi perda dan perbub BYA.03.03.04
23  |Program Peningkatan Pembe BYA.03.04 |Penertiban Penyebaran Penyakit Masyarakat BYA.03.04.01
rantasan Penyakit Masyarakat
peningkatan operasi yustisi terpadu BYA.03.04.02
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24 Program Pemberdayaan BYA.03.05 pembinaan aparatur limnas kab.banyuasin dalam BYA.03.05.01
Masyarakat Untuk Menjaga memberdayakan masyarakat untuk pemeliharaan
Ketertiban dan Ketentraman Serta trantibun
Perlindungan Masyarakat/ Linmas
Pembinaan Siskamiing BYA.03.05.02
Pembinaan Sat Linmas Kab. Banyuasin dalam BYA.03.05.02
Pengamanan Situasi Lingkunngan Darurat dan Siaga
Bencana
V. Sistem Pemerintahan Terbuka
{Sasaran Bangkit Demokrasi)
25 |Program Pendidikan Politik BYA.04.01  [Penyuluhan kepada masyarakat BYA.04.01.01
masyarakat
Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik BYA.04.01.02
Koordinasi forum-forum diskusi politik BYA.04.01.03
. BYA.04.01.04
Penyusunan data base partai politik
BYA.04.01.05
Monitoring dan evaluasi situasi politik daerah
Bimtek pengelolaan keuangan pengurus dan BYA.04.01.06
bendaharawan parpol
Ferivikasi kelengkapan administrasi pengajuan BYA.04.01.07
bantuan keuangan parpol hasil pemilu
Desk Pemilu BYA.04.01.08
BYA.04.01.09
Sosialisasi Undang-Undang politik
Fasilitasi Tim :Pokja Indeks Demokrasi BYA.04.01.10
Indonesia (IDI) Kab. Banyuasin
26 |Program Pengembangan BYA.04.02 Pengembangan rasa solidaritas dan ikatan sosial BYA.04.02.01
Wawasan Kebangsaan di kalangan masyarakat
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- BYA.04.02.02
nilai luhur budaya bangsa
Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan BYA.04.02.03
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan FPK BYA.04.02.04
Sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan BYA.04.02.05
Penelitian pemberian tanda penghargaan BYA.04.02.06
pembauran kebangsaan
Rapat Koordinasi Forum Pembauran BYA.04.02.07
Kebangsaan (FPK) tingkat Kabupaten
Gerakan gugus tugas revolusi mental BYA.04.02.08
Dukungan pencapaian halagoh dan berbagai BYA.04.02.09
forum keagamaan lainnya dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
Seminar, Talk show diskusi peningkatan, BYA.04.02.10
wawasan kebangsaan
Pentas seni budaya festival seni cipta dalam BYA.04.02.11
upaya peningkatan wawasan kebangsaan
A Banyuasin Religius :(Sasaran
bangkit prestasi & keimaman
Masya
27 Program Pelayanan Sosial BYA.05.01 Pelaksanaan Pemberangkatan dan pemulangan BYA.05.01.01
Kemasyarakatan jema‘ah haji
Pelaksanaan Pemberangkatan Jema'ah Umroh BYA.05.01.02
Penyusunan Kebijakan dibidang Kesejahteraan BYA.05.01.03
Rakyat
Pelatihan Bilal mayit/ Ustazah/ Mubalir/ Juru Dagwah BYA.05.01.04
Akselerasi Pengelolaan Zakat Infaq dan Sodakoh BYA.05.01.05

@s)
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Pelayanan ac?minlslrasi Pemberian Hibah dan BYA.05.01.06
Bantuan Sosial
Monitoring dan Evaluasi BYA.05.01.07
Akselerasi Pengembangan Usaha Kesehatan BYA.05.01.08
Sekolah
Monitoring dan Evaluasi Penerima Dana Bantuan BYA.05.01.09
28 |Program Peningkatan Pemahaman| BYA.05.02 [Implementasi Masyarakat cinta Qur'an BYA.05.02.01
dan Pengamalan agama
Safari Jum'at dan Kunjungan Kerja Bupati/Wakil BYA.05.02.02
Bupati
Salfari Ramadhan dan tarawih Keliling BYA.05.02.03
Peningkatan Kerjasama antar Umat Beragama BYA.05.02.04
Peningkatan Lembaga Pengembangan dan BYA.05.02.05
Pengkajian Al-Qur'an
Peningkatan dan Pemahaman Keagamaan Melalui BYA.05.02.06
Peringatan Hari Besar Keagamaan
Banyuasin Cerdas :
29 Program Pembinaan dan BYA.05.03 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat BYA.05.03.01
Pemasyarakatan Olah Raga
BYA.05.03.02
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Penyelenggaraan kompetisi olahraga BYAORD2.08
Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, BrB0sasng
Peneliti, Praktisi, dan Teknisi Olahraga
BYA.05.03.05
Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan
Berprestasi dengan Lembaga / Instansi Lainya
Seleksi Atlet POR-KORPRI BYR RS
Lomba Olahraga radisional BYAOS0R.0F
30 |Program Peningkatan Sarana dan BYA.05.04 | pgningkatan Kerjasama Pola Kemitraan Antara Pemerintah dan | ~ BYA.05.04.01
Prasarana Olah Raga Masyarakat untuk Memnbangun Sarana dan Prasarana
Olahraga
Peningkatan Pembanguna sarana dan Prasarana Olahraga BYAMS0RR
. ; BYA.05.04.03
Pemeliharaan Rutin / Berkala Darana dan Prasarana Olah
Raga
BYA.05.04.04
Pengadaan Alat Olah Raga
31 Program Pengembangan Nilai BYA.05.05 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Bedaya Daerah BYA.05.05.01
Budaya
Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama BYA.05.05.02
di Bidang Budaya
Pelaksanaan Festival Seni Budaya Daerah BYA.05.05.03
32 |Pengelolaan keragaman budaya BYA.05.06 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah BYA.05.06.01
daerah
Fasilitasi Pengembangan Keragaman Budaya BYA05.0502
Daerah
BYA.05.06.03

Fasilitasi Penyelengaraan Festival Budaya Daerah
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VI. Program Petani Bangkit : (Sasaran
Bangkit Pertanian)
33  |Program Penyediaan dan BYA.06.01 |[Penyediaan Prasarana dan sarana Pertanian. BYA.06.01.01
Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan BYA.06.01.02
Alsintan
Penumbuhan dan Pengembangan UPJA BYA.06.01.03
Penyediaan Stok Pestisida dan Sarana Pengendalian BYA.06.01.04
Organisme Penganggu Tanaman (OPT)
Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida BYA.06.01.05
Penumbuhan Unit Pengolahan Pupuk Organik BYA.06.01.06
Pembagunan/perbaikan Jalan Pertanian BYA.06.01.07
Survey Investigasi Desighn (SID) BYA.06.01.08
Pengelolaan Air irigasi Untuk Pertanian (P3A) BYA.06.01.09
Fasilitasi Pembiayaan Pertanian BYA.06.01.10
Pengelolaan Air irigasi Untuk Pertanian (P3A) BYA.06.01.11
Fasilitasi Pembiayaan Pertanian BYA.06.01.12
Fasilitasi Kemitraan Permadalan BYA.06.01.13
34 |Program Peningkatan Pelak BYA.06.02 |Penyusunan dan Penetapan Pedoman Pelaksanaan BYA.06.02.01
sanaan Penyelenggaraan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan, dan Supervisi
Penyuluhan dan SDM Pertanian (LAKUSUSI)
Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian BYA.06.02.02
Fasilitasi Penilajarj dan Pemberian Penghargaan BYA.06.02.03
Petani Berprestasi
Pendampingan dan Pelaksanaan Penyusunan RDK BYA.06.02.04
dan RDKK
Pembangunan Partisipatif Terpadu dan Pengelalaan
Proyek Irigasi Terpadu/IPDMIP BA06.02.09
Pendampingan Pengembangan Partisipatif Terpadu
dan Pengelolaan Proyek Irigasi Terpadu (IPDMIP) RyA0di02.08
Validasi Database dan Legalitas Kelompok Tani
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian BYA068.02.07
Penilaian dan Pemberian Penghargaan
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Brevdbidzas
Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani BYA.06.02.09
Peningkatan Pengelolaan Sistim Informasi
Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) AR
Suver\{ls:, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penyuluh BYA.06.02.11
Pertanian
Penilaian dan Pemberian Penghargaan Penyuluh BYA.06.02.12

Pertanian PNS, THL-TB, dan Swadaya
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Pertemuan Teknis Penyuluh Pertanian BYA.06.02.13
Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian BYA.06.02.14
Pelatihan Kewirausahaan bagi Petani BYA.06.02.15
Kaji Terap/Kaji Tindak Paket Teknologi Anjuran BYA.06.02.16
Pembangunan/Rehab Balal Penyuluhan Pertanian BYA.06.02.17
Rembuk dan Sarasehan KTNA BYA.06.02.18
Pekan Nasional/Pekan Daerah (KTNA/PEDA) BYA.06.02.19
35 | Program Peningkatan Produksi BYA.06.03 |Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat BYA.06.03.01
Peternakan
Pengembangan Agribisnis Peternakan BYA.06.03.02
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit BYA.06.03.03
Menular Ternak
Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Veterinerr BYA.06.03.04
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM BYA.06.03.05
Peternakan
Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan BYA.06.03.06
Optimalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) BYA.06.03.07
36 |Program Peningkatan Produksi BYA.06.04 Pengawalan pengendalian OPT Tanaman BYA.06.04.01
Tanaman Hortikultura Hortikultura
Pengembangan Benih/Bibit Unggu! Tanaman BYA.06.04.02
Hortikultura
Perlindungan tanaman hortikultura dari gangguan BYA.06.04.03
OPT
Pelatihan/Bimbingan Teknis OPT dan Perbenihan BYA.06.04.04
Tanaman Horlikultura
Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura BYA.06.04.05
Penyusunan Rencana Aksi Tanaman Hortikultura BYA.06.04.06
Pengembangan Tanaman Sayuran dan Tanaman BYA.06.04.07
Obat
BYA.06.04.08
Pengembangan Tanaman Buah dan Haltikultura
Bimbingan Teknis Budidaya Tanaman Hortikultura BYA.06.04.09
bagi petani dan aparatur
Penerapan Demplot /Percontohan Tanaman BYA.06.04.10
Hortikultura
BYA.06.04.11
Penyusunan Data Base Tanaman Hortikultura
" » BYA.06.04.12
Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura
Pelatihan /Bimbingan Pengolahan dan BYA.06.04.13
pengembangan produk hortikultura
pengembangan mutu dan standarisasi produk BYA.06.04.14
hortikultura
Penanganan pasca panen hasil hortikultura BYA.06.04.15
Fasilitasi Kemitraan Pengembangan Hortikultura BYA.06.04.16
Pendampingan Pengembangan Tanaman BYA.06.04.17
Hortikultura
37 Program Peningkatan Produksi BYA.06.05 Penyusunan Angka Produksi dan Rencana Aksi BYA.06.05.01
Tanaman Pangan Pengembangan Tanaman Pangan
Pengelolaan Data Statistik Tanaman Pangan BYA.06.05.02
Refreshing Pengelolaan Data Statistik Tanaman BYA.06.05.03
Pangan
Desiminasi Paket Teknologi Budidaya Padi, Jagung, BYA.06.05.04
dan Kedelai Spesifik Lokasi
Desiminasi Teknologi Persiapan Lahan BYA.06.05.05
Menggqunakan Agen Hayati 2 o
Penumbuhan dan Pengembangan Penangkaran BYA.06.05.06
Benih Padi
Supervisi dan Pembinaan Usaha Penangkaran Benih BYA.06.05.07

Padi
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Pengadaan Benih Pokok (Stock Seed) Padi BYA.06.05.08
Pengadaan Benih Sebar (Extension Seed) Padi dan BYA.06.05.09
Jagung
Pengawasan Peredaran Benih Padi, Jagung, dan BYA.06.05.10
Kedelai
Fasilitasi Pengamatan dan Pengendalian OPT BYA.06.05.11
Tanaman Pangan
Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL- BYA.06.05.12
PHT) Tanaman Pangan
Pengawasan Peredaran Pestisida BYA.06.05.13
Pengembangan Unit Pengolahan Hasil Tanaman BYA.06.05.14
Pangan
Fasilitasi Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU BYA.06.05.15
Telang)
Penyusunan Data Kebutuhan Alat dan Pengelolaan BYA.06.05.16
Hasil Tanaman Pangan
Pengelolaan dan Publikasi Data/Informasi Pasar BYA.06.05.17
Tanaman Pangan
Pendampingan Pengembangan Tanaman Pangan BYA.06.05.18
38 |Program Peningkatan Produksi BYA.06.06 Pemberdayaan Petani Karet melalui Bibit Karet BYA.06.06.01
Perkebunan Unggul Polybag
Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit melalui Bantuan BYA.06.06.02
Bibit Kelapa Sawit Unggul
Sosialisasi dan Bimtek UPPB BYA.06.06.03
Pembinaan dan Bimtek Pasca Panen Tanaman BYA.06.06.04
Perkebunan
Pencegahan Hama Babi Hutan dan Penyakit Jamur BYA.06.06.05
Akar Putih pada Tanaman Perkebunan
Pengembangan /Pembinaan Penangkar Tanaman BYA.06.06.06
Perkebunan
foud 2 BYA.06.06.07
Pembinaan dan Antisipasi Kebakaran Lahan
Perkebunan
Pemeliharaan Kebun Entres Tanaman Karet BYA.06.06.08
st oo BYA.06.06.09
Fasilitasi, Inventarisasi Gangguan Usaha dan
Konflik Perkebunan
Pembinaan Pelaku Usaha Perkebunan BYA.06.06.10
Pelatihan Kelompok Tani Peduli Api/ Brigade Api BYA.06.06.11
39 [Program Pengembangan Budidaya| BYA.06.07 |Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya BYA.06.07.01
Perikanan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai BYA.06.07.02
Benih |kan (BBI)
Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi BYA.06.07.03
Perikanan Budidaya
Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya BYA.06.07.04
Pengelolaan Pakan lkan BYA.06.07.05
Pengelolaan Sistem Perbenihan BYA.06.07.06
Pengelolaan Kesehatan lkan dan Lingkungan BYA.06.07.07
40 [Program pengembangan BYA.06.08 |Pengembangan Sarana dan Prasarana TP| BYA.06.08.01
Perikanan Tangkap
Rehabilitasi Ponton Apung TPI BYA.06.08.02
Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan BYA.06.08.03
|kan
BYA.06.08.04
Pengembangan Prasarana Perikanan Tangkap
Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung BYA.06.08.05
Pelaksanaan Penebaran lkan Ke Lokasi Lelang BYA.06.08.06
Lebak Lebung
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan (TPI) BYA.06.08.07
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41 |Program Perencanaan Stastistik BYA.06.09 |Pendataan, Pengolahan dan Penyajian Statistik BYA.06.09.01
Perikanan Perikanan
VIIl.  |Program Banyuasin Prima (Sasaran
Bangkit Perdakop, Investasi)
42 |Program penciptaan iklim Usaha BYA.07.01 Sosialisasi Kebijakan tentang UKM BYA.07.01.01
Kecil Menengah yang kondusif
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan UMKM BYA.07.01.02
Kegiatan Fasilitasi Permasalahan Proses| BYA.07.01.03
Produksi UKM
43 Program pengembangan sistem BYA.07.02 Kegiatan Sosialisasi dukungan informasi BYA.07.02.01
pendukung usaha bagi Usaha penyediaan permodalan
Mikro Kecil Menengah
Kegiatan Pengembangan sarana pemasaran| BYA.07.02.02
produk UMKM
Kegiatan Penyelenggaraan promosi produk| BYA.07.02.03
KUMKM
44 Program pengembangan BYA.07.03 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemitraan BYA.07.03.01
kewirausahaan dan keunggulan Usaha Bagi UMKM
kompetitif Usaha Mikro Menengah
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana| BYA.07.03.02
Promosi Hasil Produksi
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan| BYA.07.03.03
Kewirausahaan
Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan| BYA.07.03.04
Koperasi / KUD
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan BYA.07.03.05
45  |Program Pengembangan IKM BYA07.04 |Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan| BYA.07.04.01
Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber
Daya
Kegiatan Pembinaan dalam Memperkuat| BYA.07.04.02
jaringan klaster Industri
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Industri| BYA.07.04.03
terkait dan Industri penunjang IKM (RPIK)
Kegiatan pertberian Kemudahan lzin usaha| BYA.07.04.04
bagi IKM
Kegiatan Pemberian Fasilitasi Kemudahan| BYA.07.04.05
Akses Perbankan bagi IKM
46 |Program Sentra-Sentra Industri BYA07.05 (Kegiatan Up Date Data Industri BYA.07.05.01
Potensial
Kegiatan Pengembangan Sentra Industrifi BYA.07.05.02
Daerah
Kegiatan Fasilitasi Sentra Industri BYA.07.05.03
Kegiatan Pembangunan akses transportasi| BYA.07.05.04
sentra -sentra potensial
Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang| BYA.07.05.05
dapat diakses masyarakat
47  [Program Peningkatan Kemampuan| BYA.07.06 |(Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi| BYA.07.06.01
Teknologi dalam Perindustrian Industri
BYA.07.06.02

Kegiatan Perluasan Penerapan SNI untuk
Mendorong Daya Saing Industri
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48 |Program Peningkatan efisiensi BYA.07.07 |Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Peraturan, BYA.07.07.01
Perdagangan Dalam Negeri Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional
Kegiatan Peningkatan Sistem dan jaringan Informasi BYA.07.07.02
Perdagangan
Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan BYA.07.07.03
Produk Dalam negeri
Kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah BYA.07.07.04
Kegiatan Analisa Penyusunan PDRB Sektor BYA.07.07.05
Perindustrian dan Perdagangan
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sistem Resi BYA.07.07.06
Gudang
49  |Program Peningkatan dan BYA.07.08 ([Kegiatan Pembangunan Promosi Perdagangan BYA.07.08.01
Pengembangan Ekspor Internasional
Kegiatan Survey Pengumpulan data Eksport dan BYA.07.08.02
Import
Kegiatan Pelatihan Prosedur Expor dan Impor bagi BYA.07.08.03
aparat Perdagangan dan UKM
50 |Program Pendapatan dan BYA.07.09 [Monitoring dan Evaluasi Unit - Unit Pasar Kabupaten| = BYA.07.09.01
Pemberdayaan (Pasar) dan Pasar Kalangan Desa dalam Kabupaten
Banyuasin
Kegiatan Rehabilitasi / Pembangunan Los/Kios Pasar BYA.07.09.02
dan Sarana Penunjang Lainnya
51  |Program Pembinaan pedagang BYA07.10 |Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin| BYA.07.10.01
kaki lima dan asongan Pedangang kakilima dan asongan
Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi| BYA.07.10.02
Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana| BYA.07.10.03
Infrastruktur Pedagang
52 |Program Peningkatan Promosi dan| BYA.07.11 T " i 4 BYA.07.11.01
Kerjasama Investasi eningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal
] BYA.07.11.02
Penyelenggaraan pameran investasi
BYA.07.11.03
Penyelenggaraan temu bisnis pengusaha Kabupaten
Banyuasin
53 |Program Peningkatan Iklim Investasi BYA.07.12  |Penyusunan rencana umum penanaman modal BYA.07.12.01
dan Realisasi Investasi
Penyusunan studi kelayakan produk unggulan BYA.07.12.02
54 |Program Peningkatan Kualitas & BYA.07.13 Meonitoring dan evaluasi perizinan BYA.07.13.01
Produktivitas Perizinan
Publikasi, Informasi Perizinan BYA.07.13.02
Sosialisasi Perizinan BYA.07.13.03
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 BYA.07.13.04
Penyusunan rancangan peraturan perundang- BYA.07.13.05
undangan
Vill. |BANYUASIN PRIMA (Sasaran
Bangkit Tenaga Kerja lokal
55 [Program peningkatan Kualitas dan BYA.08.01  |Pemeliharaan Rutin/Beikala Sarana dan Prasarana BYA.08.01.01
Produktivitas Tenaga Kerja BLK
Dukungan Operasional BLK BYA.08.01.02
Pelatihan Berbasis Kompetensi BYA.08.01.03
Pelatihan Berbasis Masyarakat BYA.08.01.04
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja BYA.08.01.05
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari BYA.08.01.06
Kerja
Pembangunan Sarana Pendukung Balai Latihan Kerja BYA.08.01.07
(BLK)
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan di Balai BYA.08.01.08

Latihan Kerja
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56 | Program Peningkatan BYA.08.02  |Penyusunan Informasi Pasar Kerja BYA.08.02.01
Kesempatan Kerja
Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan BYA.08.02.02
Pelatihan Kewirausahaan
Monitoring dan Penempatan Tenaga Kerja di BYA.08.02.03
Perusahaan
Kegiatan Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja BYA.08.02.04
Indonesia Ke Luar Negeri
Monitoring Penempatan Tenaga Kerja Asing di BYA.08.02.05
Perusahaan
Job Fair BYA.08.02.06
57 |Program Perlindungan dan BYA.08.03  |Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan BYA.08.03.01
Pengembangan Lembaga Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja
Ketenagakerjaan
Penyuiuhan Penyelesaian Hubungan Industrial dan BYA.08.03.02
Pemutusan Hubungan Kerja
Pemberdayaan Dewan Pengupahan Daerah BYA.08.03.03
Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah BYA.08.03.04
Sinergritas Pendataan Hubungan Industrial di BYA.08.03.05
Perusahaan dalam Kabupaten Banyuasin
Fasiitasi Permasalahan Ketenagakerjaan Daerah BYA.08.03.06
Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten BYA.08.03.07
Monitoring Pelaksanaan Pemberian THR di BYA.08.03.08
Perusahaan
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang BYA.08.03.09
Ketenagaerjaan
Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan BYA.08.03.10
(PP)/Perjanijian Kerja Bersama (PKB)
Bimbingan Teknis Pembuatan Skala Upah BYA.08.03.11
Penyuluhan Pengembangan dan Pemberdayaan BYA.08.03.12
Hubungan Industrial
IX. [BANYUASIN PRIMA
58 |Program sistem inovasi Daerah BYA.09.01 Fe':,g;f,;:" Sistem Inovasi Daerah (SIDa) / Penyusunan road BYA.09.01.01
ma
59 [Program Penelitian dan BYA.09.02 |Kajian Ekonomi dan Pembangunan BYA.09.02.01
Pengembangan
Kajian Sosial dan Pemerintahan BYA.09.02.02
Perencanaan dan Pengendalian Bidang Penelitian BYA.09.02.03
dan Pengembangan
60 | Program Pengembangan BYA.09.03 . » BYA.09.03.01
Destinasi Pariwisata Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
. BYA.09.03.02
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Swera BYAD2.03.08
Pengawasan Standarisasi
BYA.09.03.04
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
X. Program Infrastruktur Bagus
(Sasaran Bangkit Infrastruktur)
61  [Program Infrastruktur bagus : BYA.10.01 Perencanaan Pembangunan Jalan BYA.10.01.01
Program Pembangunan Jalan dan
jembatan
Pembangunan Jalan BYA.10.01.02
Perencanaan Pembangunan Jembatan BYA.10.01.03
Pembangunan Jembatan BYA.10.01.04
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BYA.10.01.05
Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dan BYA.10.01.06
jembatan
62 [Program Rehabilitasi/ Pemeli BYA.10.02  |Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan BYA.10.02.01

haraan Jalan dan Jembatan
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Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan BYA.10.02.02
63 | Program Pengembangan BYA.10.03 [Perencanaan dan survey kawasan perumahan dan BYA.10.03.01
Perumahan permukiman
Pembangunan sarana dan prasarana rumah BYA.10.03.02
sederhana sehat
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan BYA.10.03.03
masyarakat kurang mampu
Penelapan kebijakan, strategi dan program BYA.10.03.04
perumahan
Monitoring evaluasi dan pelaporan BYA.10.03.05
64 |Program Pembangunan Salur an BYA.10.04 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong BYA.10.04.01
Drainase/Gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong BYA.10.04.02
65 Program Pengembangan Kinerja BYA.10.05 Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi BYA.10.05.01
Pengolahan Air Minum dan Air mesyarakat barpanghasiian randah
Limbah
66 | Program Pengembangan BYA10.06 |Pembangunan jalan dan jembabatan perdesaan BYA.10.06.01
Infrastruktur Perdesaan
67 Program Lingkungan Sehat BYA.10.07 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar BYA.10.07.01
Perumahan
Monitoring evaluasi dan pelaparan BYA.10.07.02
68 [Program Pembangunan Sarana BYA.10.08 |Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal BYA.10.08.01
dan Prasarana Perhubungan
Pembangunan Dermaga BYA.10.08.02
Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub) dan BYA.10.08.03
Persertifikatan
BYA.10.08.04
Sarana dan Prasarana Pendukung Transportasi
69 |Program Pembangunan Prasarana BYA.10.09 |Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas BYA.10.09.01
& Fasilitas Perhubungan Perhubungan
Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan BYA.10.09.02
Prosedur Bidang Perhubungan
Survey penentuan litik lokasi pembangunan sarana BYA.10.09.03
dan fasilitas perhubungan
BYA.10.09.04
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BUIRORS
70 Program Peningkatan Pelayanan BYA.10.10 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan BYA.10.10.01
Angkutan Umum di Jalan Raya
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan BYA.10.10.02
|asa angkutan
Sosisalisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan BYA.10.10.03
Angkutan Jalan
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan BYA.10.10.04
Sopir/duru mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum
Teladan
Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan BYA.10.10.05
Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan BYA.10.10.06
Keselamatan di Perairan
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas BYA.10.10.07
dan Angkutan Jalan
Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari BYA.10.10.08

hari Besar

Event Internasional 'Musi Triboaatton"

BYA.10.10.09
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71 Program Pembangunan Kawasan BYA.10.11 Pengembangan BUMDes dan BUMDES Bersama BYA.10.11.01
Pedesaan
Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam Kawasan BYA.10.11.02
Pedesaan
Pengembangan Kerjasama Usaha Antar Desa BYA.10.11.03
Monitoring Evaluasi Program Pembangunan Sarana BYA.10.11.04
Prasana Kawasan Pedesaan
Sosialisasi Pengelolaan Ekonomi Kawasan BYA.10.11.05
Pedesaan
Melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi Sarana BYA.10.11.06
dan Prasarana Kawasan Pedesaan
Fasilitasi kegiatan Pembangunan Sarana dan BYA.10.11.07
Prasarana Kawasan Pedesaan
Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan BYA.10.11.08
Kawasan Pedesaan
72 |Program Peningkatan Partisipasi BYA.10.12  |Pembinaan dan Penilaian Gotong Royong BYA.10.12.01
Masyarakat dalam Membangun Masyarakat
Desa
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan BYA.10.12.02
Desa
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat BYA.10.12.03
Melzalui TNl Manunggal Membangun Desa (TMMD)
Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka BYA.10.12.04
Menengah Desa (RPJMDes)
Fasilitasi dan Pembinaan Program PNPM —MPd dan BYA.10.12.05
PNPM —
GSC Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
73 Program Peningkatan Infra BYA.10.13 Pengembangan Infrastruktur Jaringan internet BYA.10.13.01
struktur Teknologi Informasi
Komunikasi
Pemeliharaan jaringan internet dan cctv BYA.10.13.02
74  |Program Pengembangan Wilayah BYA10.14  (|dentifikasi kepemilikan Lahan Transmigrasi di BYA.10.14.01
Transmigrasi Kawasan Transmigrasi UPT. Binaan dan Eks Lokasi
Transmigrasi
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana BYA.10.14.02
Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi
Insentif Tenaga Lintas Sektoral di Unit Permukiman BYA.10.14.03
Transmigrasi (UPT)
Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat BYA.10.14.04
Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi
Penunjang Kegiatan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) BYA.10.14.05
Transmigrasi
Pembuatan Demplot Pengembangan Benih Organik BYA.10.14.06
Budidaya Ikan UPT Bina BYA.10.14.07
Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Bangunan di KTM BYA.10.14.08
Telang
Rencana Teknis Satuan Permukiman di Kawasan BYA.10.14.09
Transmigrasi
Survey |dentifikasi Calon Areal ( SICA) BYA.10.14.10
Penunjang Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Lahan di BYA.10.14.11
UPT. Bina dan Eks Lokasi Transmigrasi
Rencana Satuan Kawasan Pembangunan BYA.10.14.12
Sosialisasi Penempatan Transmigran BYA.10.14.13
Xl |Infrastruktur bagus (Sasaran
Bangkit KLH)
75 Program Pengendalian BYA.11.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura BYA.11.01.01
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
BYA.11.01.02

Pemantauan Kualitas Lingkungan
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BYA.11.01.04
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
BYA.11.01.05
Pengkajian Dampak Lingkungan
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran BYA.11.01.08
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi Penyusunan AMDAL BYA.11.01.07
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam BYA.11.01.08
Pengendalian Lingkungan Hidup
Pengkajian Pengembangan Sistem Insentif dan BYA.11.01.09
Disinsentif.
BYA.11.01.10
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan Program Kegiatan BYA.1-011
BYA.11.01.12
Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknis
— BYA.11.01.13
Penilaian AMDAL
Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan BYA.11.01.14
(Adiwiyata)
BYA.11.01.15
Pengembangan Teknologi Alternati
; ) BYA.11.01.16
Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan
Koordinasi Penilaian / Pemilihan Kalpataru BYA.11.01.17
Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan BYA.11.01.18
Hidup
Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor a1
Persampahan
BYA.11.01.20
Jasa Akreditasi Lingkzngan
: : ; : BYA.11.01.21
Pengujian Emisi Udara Akibat Aktifitas Industri
BYA.11.01.22
Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Pemantauan Lingkungan BYA.11.01.23
" BYA.11.01.24
Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Inventarisasi Sumber Pencemaran FATL Il
Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup BYA.11.01.26
Berbasis Ekosistern
76  |Program Pengembangan Kinerja BYA.11.02 |Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan BYA.11.02.01
Pengelolaan Persampahan Sampah
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan BYA.11:02.02
Persampahan
Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan BYA11.02.05
Persampahan
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana BIf110Z0a
dan Sarana Persampahan
Pengembangan Teknologi Pengolahan BYA205
Persampahan
BYA.11.02.06
Bimbingan Teknis Persampahan
Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan BYA.11.02.07
Persampahan
BYA.11.02.08
Kerjasama Pengelolaan Persampahan
BYA.11.02.09
Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah
BYA.11.02.10
Soslalisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
BYA.11.02.11

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan
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BYA.11.02.12
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir PO TS
Persampahan
BYA.11.02.14
Pengelolaan Persampahan
77  |Program Perlindungan dan BYA.11.03 BYA.11.02.01
Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Kerusakan Sumber-
Sumber Air
BYA.11.03.02
Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
BYA.11.03.03
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan BYA.11.03.04
Sumber-Sumber Air
BYA.11.03.05
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
BYA.11.03.06
Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA
BYA.11.03.07
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
BYA.11.03.08
Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam BYA.11.03.09
Perlindungan dan Konservasi SDA
Koardinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan BYA.11.03.10
Konservasi
. ) BYA.11.03.11
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Penetetapan Status Kerusakan Lahan Untuk BYA.11.03.12
Produksi Biomassa
Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Lahan SYLIA19
78 |Program Peningkatan Kualitas dan | BYA.11.04 BYA.11.04.01
Akses Informasi Sumber Daya Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
Alam dan Lingkungan Hidup bidang lingkungan
BYA.11.04.02
Pengembangan data dan informasi lingkungan
Penyusunan data sumber daya alam dan neraca BYA.11.04.03
sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah
Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan BYA.11.04.04
daerah
_— ; BYA.11.04.05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kesekretariatan Amdal BYA.T1.04.08
Sosialisasi Program Corporate Sacial Responsibility BTN
(CSR)
Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Penyebaran BYAI1.04.08
Informasi Lingkungan
BYA.11.04.09

Re-Evaluasi Kepemiltkan Dokumen Lingkungan dan
Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan
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79 | Program Peningkatan
Pengendalian Polusi BYA.11.05 |Pengujian emisi kendaraan bermotor BYA.11.05.01
Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri BYA.11.05.02
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair BYA.11.05.03
Pembangynan tempat pembuangan benda padat/cair BYA.11.05.04
yang menimbulkan polusi
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan BYA.11.05.05
pencemaran
Menitoring, evaluasi dan pelaporan BYA.11.05.06
80 Program Pencegahan dan BYA11.06 [Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan. BYA.11.06.01
Penanggulangan Kebakaran Hutan
dan Lahan
Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu- BYA.11.06.02
rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran
hutan dan lahan.
Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi Ha0e
Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat BYA.11.06.04
koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain
BYA.11.06.05
Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar
81 |Program pencegahan dini dan BYA.11.07 |Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi BYA.11.07.01
penanggulangan korban bencana bencana alam
alam
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi BYA.11.07.02
penduduk dari ancaman/korban bencana alam
Pencegahan dan kesiapsiagaan BYA.11.07.03
Sosialisasi pengurangan resiko bencana BYA.11.07.04
Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) BYA.11.07.05
Gladi Posko dan Lapangan BYA.11.07.06
Pelatihan relawan penaggulangan bencana BYA.11.07.07
Bimbingan Teknis pengurangan resiko bencana BYA.11.07.08
Pembentukan Desa Tangguh BYA.11.07.09
Penguatan Desa Tangguh BYA.11.07.10
Pelatihan relawan desa tangguh bencana BYA.11.07.11
Penghitungan indeks resiko bencana BYA.11.07.12
Penyusunan rencana kontijensi bencana BYA.11.07.13
Pembuatan perda penyelenggaraan penanggulangan BYA.11.07.14
bencana
XIl  [Program Sistem Pemerintahan
Terbuka (Sasaran Bangk! RB)
82  |Program Peningkatan Sistem BYA12.01 |Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara| BYA 12.01.01
Pengawasan Internal dan Berkala
Pengendalian Kebijakan KDH
Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan BYA 12.01.02
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan BYA 12.01.03
Tertenty
Pembinaan Pengawasan pemerintah daerah BYA 12.01.04
Pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah| BYA 12.01.05
(SPIP)
Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa BYA 12.01.06
83 |Program Peningkatan Profesi BYA12.02 |Bimtek pengembangan tenaga pemeriksa dan| BYA 12.02.01
onalisme tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan
Aparatur Pengawasan
Rapat koordinasi pengawasan BYA 12.02.02
84  |Program penataan dan BYA12.03 |Penyusunan program Kkerja pemeriksaan tahunan BYA 12.03.01
penyempurnaan kebijakan sistem (PKPT)
dan prosedur pengawasan
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur| BYA 12.03.02

Pengawasan
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85 |Program Optimlisasi Peman faatan| BYA120.04 [Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Hasil BYA 12.04.01
Teknologi Informasi Pengawasan.
Kegiatan Digitalisasi Data Hasil Pengawasan. BYA 12.04.02
86 Program Pencegahan Korupsi BYA 12.05 Kegiatan Evaluasi Zona Intergritas/Wilayah Bebas BYA 12.05.01
Bersih Melayani (WBBM).
BYA 12.05.02
Koordinasi dan Supervisi dan Pencegahan
(KORSUPGAH) Program Anti Korupsi .
BYA 12.05.03
Sapu bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)
BYA 12.05.04
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
BYA 12.05.05
Verifikasi LHKASN.
87 Program Pendidikan Kedinasan BYA 12.06 Pendidikan perjenjangan struktural Diklat PIM IV BYA 12.06.01
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme BYA 12.06.02
88 |Program Pembinaan dan BYA12.07 |Seleksi Penerimaan CPNS BYA 12.07.01
Pengembangan Aparatur
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat BYA 12.07.02
otomatis PNS
Peresmian Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil BYA 12.07.03
Negara (ASN)
Pembangunan / pengembangan SIMPEG daerah BYA 12.07.04
) BYA 12.07.05
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
BYA 12.07.06
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
(Pemberian penghargaan satyalencana karya satya)
BYA 12.07.07
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS
; \ BYA 12.07.08
Standar kompetensi pembinaan dan pengembangan
Sumber Daya Aparatur
’ BYA 12.07.09
Updating penyusunan data dan Pemetaan Jabatan
Fungsional
Pembangunan program aplikasi pelayanan BYA 12.07.10
administrasi kepegawaian di lingkungan Pemkab
Banyuasin
BYA 12.07.11
Anjungan pelayanan informasi kepegawaian
BYA 12.07.12
Peresmian PNS
BYA 12.07.13
Pengolahan SIMPEG Pemkab Banyuasin
BYA 12.07.14
Pengucapan sumpah janji PNS
Penataan jabatan fungsional aparatur sipil Negara BYA 12.07.14
(ASN)
i ; 7 BYA 12.07.15
Kajian dan analisa peraluran kepegawaian
Analisis /penelitian study kasus masalah BYA 12.07.16
kepegawaian dalam menuju good govermance
Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan BYA 12.07.17
Tinggi
: ) BYA 12.07.18
Penyusunan Formasi Pegawai
Penyelesaian administrasi kepegawaian PNS BYA 12.07.19
Pembekalan PNS memasuki masa pensiun BYA 12.07.20
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Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BYA 12.07.21
(bulanan, Triwulan)
Koordinasi Penyelenggaraan Diklat BYA 12.07.22
Sosialisasi Sistem Kepegawaian BYA 12.07.23
Pengawasan terhadap peningkatan Kedisiplinan BYA 12.07.24
Pegawai
Bimbingan tekhnis penyusunan Sasaran Kerja BYA 12.07.25
Pegawai (SKP)
Pengembangan Diklat/ analisis Kebutuhan Diklat, BYA 12.07.26
penyusunan Silabus, Penyusunan Modul,
Kunjungan Kerja / Study Banding dalam menuju BYA 12.07.27
good Govermen
Benchmarking Pelayanan, Peraturan BYA 12.07.28
Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Mutasi BYA 12.07.29
gs |Program Penguatan Akuntabilitas BYA 12.08 Penyusynan La_poran Akuntabilitas Kinerja SN R
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
K BYA 12.08.02
Pemerintahan Daerah (LPPD)
Program Pembinaan Administrasi Kecamatan/ SYA 508 0%
Kelurahan g
Kegiatan Evaluasi Uraian Tugas struktur
Kecamatan/ Kelurahan dalam Kabupaten BYA 12.08.04
Banyuasin
90 |Program Perencanaan BYA12.09 |Penyelenggaraan Musrenbang RKPD BYA 12.09.01
Pembangunan Daerah
Sistem Informasi Disposisi Elektronik (E-Office) BYA 12.09.02
Penyusunan RPJMD BYA 12.09.03
Rapat Koordinasi Perencanaan BYA 12.09.04
Penyusunan RKPD BYA 12.09.05
Pengelolaan Aplikasi Perencanaan Pembangunan BYA 12.09.06
Daerah
Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan BYA 12.09.07
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan BYA 12.09.08
Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD BYA 12.09.09
Penyusunan RPJPD BYA 12.09.10
Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD BYA 12.09.11
M Program Pengendalian BYA 12.10 Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja BYA 12.10.01
Pelaksanaan Pembangunan
92 Program Pengendalian BYA12.11 Pemantauan Pengendalian Pelaksanaan BYA 12.11.01
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pembangunan
Pembangunan =
Penyusunan Pedoman Administrasi BYA 12.11.02
Pembanqunan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BYA 12.11.03
Pembanqunan -
Fasilitasi Perancanaan Pembangunan BYA 12.11.04
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi| BYA 12.11.05
Kinerja Sistem Komputerisasi
Koordinasi Pelaksanaan Tim Evaluasi dan BYA 12.11.06
Penaawasan Realisasi Angaaran
93 Program Optimalisasi Pengelolaan BYA12.12 Penyusunan Perda dan Perbup APBD BYA 12.12.01
Anggaran Daerah
Penyusunan Perda dan Perbup PAPBD BYA 12.12.02
Sosialisasi pengelolaan anggaran BYA 12.12.03
Bimbingan teknis pengelolaan anggaran BYA 12.12.04
Penyusunan Perbup Standar Biaya BYA 12.12.05
Penyusunan Perbup Standar Satuan Harga BYA 12.12.06
Penyusunan SE Pedoman Penyusunan RKA BYA 12.12.07
Penyusunan KUA PPAS dan KUPAPBD/PPASP BYA 12.12.08
Penyusunan Analisis Standar Belanja BYA 12.12.09
Penyusunan Perbup tentang kode rekening BYA 12.12.10
pendapatan, belanja dan pembiayaan
Penyusunan nota keuangan APBD dan PAPBD BYA 12.12.11
Penyusunan Peraturan dan Pedoman Perencanaan BYA 12.12.12
Anggaran
ga. | rogem Optimalisas] BYA12.13 |Penyusunan Perbup Pedoman Pelaksanaan APBD BYA 12.13.01

Penatausahaan Belanja Daerah
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Sosialisasi pengelolaan dan penatausahaan belanja BYA 12.13.02
daerah
Bimbingan teknis pengelolaan dan penatausahaan BYA 12.13.03
belanja daerah
Penyusunan peraturan dan pedoman pengelolaan BYA 12.13.04
dan penatausahaan belanja daerah
Manajemen kas BYA 12.13.05
Pemutakhiran dan pemeliharaan data gaji BYA 12.13.06
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi BYA 12.13.07

95 Program Peningkatan Kualitas BYA12.14 Penyusunan Laporan Berkala Pemerintah Daerah BYA 12.14.01
Informasi Keuangan Daerah
Sosialisasi akuntansi dan pelaporan keuangan BYA 12.14.02
daerah
Bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan BYA 12.14.03
daerah
Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan BYA 12.14.04
Keuangan Perangkat Daerah
Penyusunan Peraturan dan Pedoman Akuntansi dan BYA 12.14.05
Pelaporan Keuangan Daerah
Penyusunan Perda dan Perbup tentang BYA 12.14.06
Pertanqggungjawaban Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BYA 12.14.07
96 Program Peningkatan Kualitas BYA 12.15 Penyusunan Draft Kebijakan Daerah di Bidang BYA 12.15.01
Pelayanan Publik Pelayanan publik
Pembinaan, Monitoring, Kompetensi Pelayanan BYA 12.15.02
Publik
Bimtek di bidang pelayanan publik BYA 12.15.03
97 Program Penataan BYA12.16 Fasilitasi Penyusunan SP, SOP, Juklak dan Juknis BYA 12.16.01
Ketatalaksanaan dan tala naskah dinas
Bimtek di bidang k laksanaan BYA 12.16.02
98 Program Peningkatan Kinerja BYA12.17 Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang dan BYA 12.17.01
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE)
Jasa
Sistem Informasi Menejemen Layanan Pengadaan BYA 12.17.02
Barang dan Jasa
Peningkatan Kinerja sebagai pusat Unggulan BYA 12.17.03
Pengadaan
Penyelenggaraan Bimtek-Bimtek yang Berhubungan BYA 12.17.04
Dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
99 Program Implementasi Layanan BYA 12.18 Pelaksanaan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik BYA 12.18.01
Pengadaan Sistem Elektronik
100 Program Pengembangan Elektronik BYA12.19 Pengembangan Sistem Teknologi Elektronik Government BYA 12.19.01
Government Berbasis Teknologi
Informasi Komunikasi
Penyusunan Rencana Induk Smart City BYA 12.19.02
Bimbingan Teknis Elektronik Gavernment BYA 12.19.03
Implementasi Dewan Kabupaten Cerdas/Smart City BYA 12.19.04
Apresiasi Pelayanan Publik E-Goverment BYA 12.19.05
Implementasi Pelayanan Publik terpadu satu pintu BYA 12.19.06
Bimbingan Teknis dan asistensi Dewan Kabupaten BYA 12.19.07
Cerdas/Smart City
- BYA 12.19.08
Penelitian dan Pengembangan tata kelola e-goverment
Bimbingan Teknis Website Organisasi Pemerintah BYA 12.19.09
(Desa, Kecamatan, Dan OPD)
Sistem Informasi Manajemen Menara Telekomunikasi BYA 12.19.10
Review Cell Plan Menara Telekomunikasi BYA 12.19.11
Pendataan Menara Telekomunikasi BYA 12.19.12
Pengembangan Sistem Smart City BYA 12.19.13
Pembualan dan Pengembangan Web. Desa/ Profl BYA 12.19.14
Desa
Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu BYA12.19.15
(Data base)
Pembinaan Pos Komunikasi dan Telekomunikasi BYA 12.19.16
Peningkatan efisiensi kebijakan publik BYA 12.18.17
Pembangunan sistem administrasi kependudukan online BYA.12.19:18
Integrasi sistem egovernment BYA 12.19.19
pengembangan dasboard kabupaten BYA 12.19.20
Branding smart city BYA 12.19.21
BPOD menmbangun iransaksi keuangan BYA 12.19.22
Pembangunan sistem informasi pasar dan sistem BYA 12.19.23
Pengembangan digitalisasi data ekonomi Kabupaten BYA 12.19.24
Pengembangan digitalisasi sumber daya kabupaten BYA 12.19.25
pembangunan sistem tanggap darurat BYA 12.19.26
sistem pemetaan dan monitoring terhadap area rawan BYA 12.19.27

bencana

peningkatan sistem terintegrasi SIMRS. dan disdukcapil

BYA 12.19.28

Implementasi SIMPUS keseluruh wilayah BYA 12.19.29
Pengembangan modal tambahan SIMRS BYA 12.19.30
Penelitian dan pengembangan penyelenggaraan BYA 12.19.31

SPBE
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101 i ikasi BYA12.20 , BYA 12.20.01
gzﬁirkam Kerlisama Komunlkas Pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat 0
Penyelenggaraan Pameran Kelompok Informasi BYA 12.20.02
Masyarakat
Penataan Kelompok Masyaraka berbasis teknologi BYA 12.20.03
informasi komunikasi
102 (Program Pengelolaan Informasi BYA1221 |Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi BYA 12.21.01
Adminstrasi Penduduk (Interphase Awal) NIK
Pengembangan Data Base Kependudukan BYA 12.21.02
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kenedudukan BYA 12.21.03
dan Pencatatan Sipil
103 |Program Perbaikan Sistem BYA1222 |Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan BYA 12.22.01
Administrasi Kearsipan
Pengumpulan Data BYA 12.22.02
Pengklasifikasian Data BYA 12.22.03
Penyusunan Sistem Katalog Data BYA 12.22.04
Pengadaan Sarana Penyimpanan BYA 12.22.05
Kajian Sistem Administrasi Kearsipan BYA 12.22.06
Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi BYA 12.22.07
Kearsipan
104  (Program Penyelamatan dan BYA12.23  |Pengadaan Sarana Pengolahan dan BYA 12.23.01
pelestraian Dokumen Penyimpanan Arsip
Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah| BYA 12.23.02
Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam BYA 12.23.03
Bentuk Informatika
Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan BYA 12.23.04
Data
Akuisisi Arsip Statis BYA 12.23.05
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PERDA NO.18 TAHUN
2016 DAN PERDA
NO.11 TAHUN 2018

Cremerinah J———

Permintaan informasi,
konsultasi, dan layanan

Masyarakat

Dunia
Usaha —p

Identifikasi Peta Proses Kabupaten Banyuasin

PROSES UTAMA

BYA.O1 BYA.03 "
Bangkit Pendidikan (Meningkatnya Bangkit Ketentraman, Ketertiban Umum, h
o Kualitas Pendidikan) dan Perlindungan Masyarakat) Menurunnya
> kriminalitas 5
o
£
o
BYA.02 BYA.04 E —
N Bangkit Kesehatan (Meningkatnya (Bangkit Demokrasi) Meningkatnya g é
Derajat Kesehatan dan Kecukupan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi R
Gizi Masyarakat)
PROSES PENDUKUNG (MANAJERIAL)
BYA.O5 BYA.06 BYA.07

Akuntabilitas/
Laporan

> (Cremerman |

Layanan
pendidikan,
kesehatan,
perizinan dil

> [asorotar

Pelayanan

Pengelolaan Data dan Informasi
Informasi Komunikasi

Pengelolaan Peraturan Perundang-
» Undangan dan Layanan Hukum

Pelayanan dan Informasi

Publikasi

perizinan dll

Dunia
i Usaha

PROSES LAINNYA (MANAJEMEN)

BYA.08
Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana

BYA.OS
Pengelolaan Akuntabilitas kinerja dan Anngaran

BYA.10
Pengelolaan SDM Aparatur

BYA.11
Pengelolaan Sistem Pengendalian dan

BYA.13
Manajemen Resiko

BYA.12
PengelolaanAdministrasi dan Umum




PERDA NO.18 TAHUN 2016 DAN
PERDA NO.11 TAHUN 2018

Kebijakan/regulasi

Identifikasi Peta Proses Kabupaten Banyuasin

PROSES UTAMA

A\ 4

Dukunngan teknis dan

regulasi

BYA.O1

Bangkit Pendidikan (Meningkatnya
Kualitas Pendidikan)

BYA.O03

BYA.02

Bangkit Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan
Masyarakat) Menurunnya

kriminalitas

Bangkit Kesehatan (Meningkatnya
Derajat Kesehatan dan Kecukupan
Gizi Masyarakat)

BYA.04

BYA.05

(Bangkit Demokrasi) Meningkatnya
kesadaran masyarakat dalam
berdemokrasi

(Bangkit Prestasi dan Keimanan
Masyarakat) Meningkatnya
Masyarakat yang berprestasi dan
religius

BYA.06

BYA.07

Bangkit Pertanian (Meningkatnya
Kesejahteraan Petani dan Nelayan)

Bangkit Perdagangan, Industri ,
Koperasi dan UMKM terhadap PDRB
dan Investasi (Meningkatnya
kontribusi sektor perdagangan,
industri Pengolahan dan Investasi)

BYA.08

BYA.09

Bangkit Tenaga Kerja Lokal
(Meningkatnya kesempatan
berusaha dan kesempatan kerja)

Bangkit Daya Saing Produk Daerah
dan Pariwisata (Meningkatnya Inovasi
Teknologi dan Destinasi Pariwisata)

BYA.10

BYA.11

Bangkit Infrastruktur (Meningkatnya
infrastruktur yang baik, merata,
berwawasan lingkungan, dan
naiknya status desa)

(Bangkit Kualitas Lingkungan Hidup)
Meningkatnya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Resiko Bencana

BYA.12

(Bangkit Reformasi Birokrasi)
Meningkatnya Reformasi Birokrasi

Proses Bisnis Level O

Akuntabilitas/ Laporan

—

8

£

= - Pemerintah |

- g

E8

=) Layanan pendidikan,

=% kesehatan, perizinan dll
e [ Masyarakat ]




[ Masyarakat ] —

Dunia
Usaha | »

53

Lanjutan

SDA

BYA-05

Pengelolaan Peraturan Perundang-
Undangan dan Layanan Hukum

PROSES PENDUKUNG (MANAJERIAL)

BYA-06

Pengelolaan Data dan Informasi
Informasi Komunikasi

BYA-07

PROSES LAINNYA (MANAJEMEN)

BYA-08
Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana

Pelayanan dan Informasi
Publikasi

BYA-09

Pengelolaan Akuntabilitas kinerja dan

BYA-10
Pengelolaan SDM Aparatur

BYA-10

Pengelolaan SDM Aparatur

BYA-12
PengelolaanAdministrasi dan Umum

BYA-13

Manajemen Resiko

v

—>

Pelayanan
Perizinan dll

Dunia
Usaha



BYA-02

Identifikasi Peta Sub Proses

Meningkatnya derajat
kesehatan dan
kecukupan gizi

masyarakat

Data/ informasi

—

*

Data/informasi

BYA-03

Bangkit Ketentraman,
ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat
(menurunnya kriminalitas)

—

Data/ informasi

*

54

BYA-01

MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

BYA-01.01

Peningkatan Pendidikan
Anak Usia Dini

BYA-01.03

Program Sistem
Pemerintahan Terbuka

BYA-01.02

Peningkatan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun

Level 1

BYA-08

Peraturan
ditetapkan
EEEEEEEE—

Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan dan
Layanan Hukum

Perda Kab No 1 Thn 2019

<
«

BYA-01.04

BYA-09

eleqg

Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

|sewwopu|

Pengelolaan
Akuntabilitas

<
«

BYA-01.05

Peningkatan Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan

Perpres Nomor 29 Tahun 2014

BYA-10

Pengelolaan
Organisasi dan
Tatalaksana

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014




BYA-03

Bangkit Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat)

S5

Identifikasi Peta Sub Proses

Data/informasi

BYA-02
MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN DAN KECUKUPAN GIZI MASYARAKAT
BYA-02.01 BYA-02.02 . 5
Peningkatan Sarana prasarana Peningkatan Pelayanan Obat dan
Puskesmas Perbekalan Berataran
ditetapkan
BYA-02.03 BYA-02.04 <

>

Menurunnoyvag kriminalitas
A

>
Data/infarmasi

BYA-04

(Bangkit Demokrasi)
Meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam
berdemokrasi

—_—>

Data/ informasi

A

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

— BYA-02.05 |

Upaya Peningkatan Kesehatan

BYA-08

Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan dan
Layanan Hukum

Peningkatan Pencegohan penyakit
menular dan tidak menular

Perda Kab No 1 Thn 2019

BYA-09

BYA.-02.06

Peningkatan Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan Akuntabilitas

3
lseuuo;u eeq

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 I

BYA-10

=

|| S

Peningkatan Ketahanan Pangan

BYA.-02.13

Peningkatan Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Ter pencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sasial (PMKS) Lainnva

Pengelolaan Organisasi
dan Tatalaksana

BYA.-02.07 | BYA.-02.08
Peningkatan Perbaikan Gizi Peningkatan Pengembangan
Lingkungan Sehat
BYA.-02.09 BYA.-02.10 l
Peningkatan Kesehatan Maternal Pembinaan Kesehatan Anak
dan Kes. Reproduksi dan Remaja
BYA.-02.11 BYA.-02.12

Peningkatan Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan Masyarakat

BYA.-02.14

Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial

BYA.-02.15

Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014
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Identifikasi Peta Sub Proses

BANGKIT KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT/ MENURUNNNYA
KRIMINALITAS

BYA-04 BYA-06
Bangkit Demokrasi Data/infarmasi BYA-03.01 BYA-03.02
(menimgkatnya kesadaran s Peningkatan Penyiapan Tenaga Peningkatan penendalian PEratiivaR Pengelolaan Data dan
masyarakat dall.Jm kerj; Pengendali Eear:anan dan kebisingan dan gangguan dari ditetapkan Informasi Komunikasi
berdemokrasi _ SSIRRL EngaRn g kegiatan masyarakat e R
270 R “Perda Kab No 1 Thn 2019
Data/infarmasi ......
BYA-05 BYA-03.03 BYA-03.04 58 BYA-08
i ——— | Peningkatan Pengendalian gg o
Meningkatnya ‘masyara.k.'flt - agm sty I?un S Peningkatan penertiban baleho 3 = Pengelolaan Organisasi
yang berprestasi dan religius gkung dan reklame P dan Tatalaksana
Data/ informasi -
ahun 2014

A

Perpres Nomor 29 T

BYA-9

(— B
Lt

Pengelolaan Akuntabilitas

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014




Identifikasi Peta Sub Proses

57

BYA-04
BANGKIT DEMOKRASI (MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT DALAM
BERDEMOKRASI)
BYA-01 BYA-06
Data/ informasi BYA-04.01 BYA-04.02 ol
Bangkit Pendidikan | - — Pengelolaan Peraturan
(Meningkatnya kualitas ditetapkan Perundang-undangan dan
e e : : Layanan Hukum
pendidikan Program/Peningkatan Peningkatan o el
Pendidikan Politik Pengembangan Wawasan || RerdakabhNa1Thn2019 |
T Data/informasi....... masyarakat Kebangsaan .
e ?
Bangkit Reformasi Birokrasi ( — i »| Pengelolaan Organisasi
Meningkatnya Reformasi i dan Tatalaksana

Birokrasi)

Data/ informasi

Perpres Nomor 29 Tahun 2014

BYA-9

—

Pengelolaan Akuntabilitas

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014




BYA-03

Bangkit ketentraman

ketertiban umum dan

linmas (menurunnya
kriminalitas)

Identifikasi Peta Sub Proses

Data/ infarmasi

Data/informasi ......

58

BYA-05

BANGKIT PRESTASI DAN KEIMANAN MASYARAKAT/
MASYARAKAT YANG BERPRESTASI DAN RELIGIUS

BYA-05.01

Peningkatan Pelayanan Sosial
Kemasyarakatan

BYA-04

Meningkatnya demokrasi
(meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam
berdemokrasi)

A

Data/ informasi

BYA-05.03

—_—

Peningkatan Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga

BYA-05.05

Peningkatan Pengembangan
Nilai Budaya

BYA-05.02

BYA-06

Pengelolaan Peraturan

Rersturan Perundang-undangan dan
i ditetapkan L Huk
Peningkatan Pemahaman dan > dycaan ot
Pengamalan Agama
Perda Kab No 1 Thn 2019
BYA-08
BYA-05.04 ER
g8
g . .
Peningkatan Saranadan |——=———| Pengelolaan Organisasi
Prasarana Olah Raga dan Tatalaksana
< |

BYA-05.06

<«
Perpres Nomor 29 Tahun 2014

BYA-9

Peningkatan Pengelolaan
keragaman budaya daerah

'_'——’

Pengelolaan Akuntabilitas

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014
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Identifikasi Peta Sub Proses

BYA-06
BANGKIT PERTANIAN (MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN
PETANI DAN NELAYAN)

BYA-07 BYA-05
Bangk’t Perd_gangan’ Data/ nformasi BYA-06.01 BYA-06.02
Industri, Koperasi dan UMKM | Pengelolaan Peraturan
thd PDRB dan Investasi Peningkatan Penyediaan dan Peningkatan Pelak sanaan Mekatitl = Perundang-undangan dan
(Meningkatnya kontribusi _— Pengembangan Prasarana dan Penyelenggaraan Penyuluhan SRRk . Layanan Hukum
Sekdto perdagangan, industri Sarana Pertanian dan SDM Pertanian &
pengolahan dan investasi) Data/infarmasi ...... _Perda Kab No 1 Thn 2019 |
T BYA-06.03 BYA-06.04 B30 BYA-08
Peningkatan Peningkatan Peningkatan Produk si g 5 Pengelolaan Organisasi
Produksi Peternakan Tanaman Hortikultura = dan Tatalaksana
BYA-08 Data/ informasi Perpres Nomor 29 Tahun 2014
Bangkit Tenaga Kerjalokal | BYA-06.05 BYA-06.06 L. o BYA-9
{preringhaxya kesemputdn ERkeHa > Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Pengelolaan Akuntabilitas
Produksi Tanaman Pangan Produksi Perkebunan
T BYA-06.07 BYA-06.08 Permenpan Nomor 53 Tahun 2014
Peningkatan Pengembangan Peningkatan pengembangan
Budidaya Perikanan Perikanan Tangkap
BYA-06.09

Peningkatan Perencanaan
Stastistik Perikanan




BYA-03

Bangkit Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat)
Menurunnya kriminalitas

60

Identifikasi Peta Sub Proses

BYA-07

MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN, INDUSTRI PENGOLAHAN DAN

INVESTASI

BYA-07.01

Data/ informasi

»

Peningkatan penciptaan iklim
Usaha Kecil Menengah yang
kondusif

BYA-07.03

y

>

Data/infarrmasi ......

BYA-04

(Bangkit Demokrasi)
Meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam
berdemokrasi

A

Peningkatan pengembangan
kewirausahaan dan keungguian
kompetitif Usaha Mikro Menengah

BYA.-07.05

»
>

Data/ informasi

Upaya Peningkatan Sentra-
Sentra Industri Patensial

BvVA N7 N7

Peningkatan Peningkatan
efisien si Perdagangan Dalam
Negeri

BYA.-07.09

Peningkatan Pendapatan dan
Pemberdayaan (Pasar)

BYA-07.02

Peningkatan pengembangan
sistem pendukung usaha bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah

BYA-05

Peraturan

; Pengelolaan Peraturan
ditetapkan

Perundang-undangan dan
Layanan Hukum

BYA-07.04«

Peningkatan Pengembangan IKM
(Indusrti Kecil Mengengah)

BYA -07 06

Perda Kab No 1 Thn 2019

59 BYA-08

S Pengelolaan

a Organisasi dan
Tatalaksana

Peningkatan Kemampuan
Teknologi dalam Perindustrian

BYA.-07.08

Peningkatan dan Pengembangan
Ekspar

BYA.-07.10

Peningkatan Pembinaan
pedagang kaki lima dan
asongan

BYA.-07.11

PeningkataPeningkatan Proma si
dan Kerjasama Investasi

BYA.-07.12

Peningkatan Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi

BYA.-07.13

Peningkatan
Praduktivitas Perizinan

Kualitas &

<

<
Perpres Nomor 29 Tahun 2014
BYA-9

Pengelolaan Akuntabilitas

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014
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Identifikasi Peta Sub Proses

BYA-U8

BANGKIT TENAGA KERJA LOKAL (MENINGKATNYA KESEMPATAN BERUSAHA)

BYA-08.02

BYA-05

Peningkatan Kesempatan Kerja

BYA-08.01

BYA-01
Data/informasi BYA-08.01
Bangkit Pendidikan
(Meningkatnya kualitas peningkatan Kualitas dan
pendidikan) » Produktivitas Tenaga Kerja
l;ata/infonmasi ......
BYA-02
Bangkit Kesehatan >

(Meningkatnya Derajat
Kesehatan dan kecukupan
gizi masyarakat)

Data/ informasi

Peningkatan Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

A\ 4

Peraturan
ditetapkan
4—

Pengelolaan Peraturan
Perundong-undongan dan

Layanan Hukum

Perda Kab No 1 Thn 2019

eeqg

BYA-08

|sewsoju|

=

d.

Pengelolaan Organisasi

dan Tatalaksana

Perpres Nomor 29 Tahun 2014

BYA-9

-
Lg

Pengelolaan Akuntabilitas

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014
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Identifikasi Peta Sub Proses

BYA-09
BANGKIT DAYA SAING PRODUK DAERAH DAN PARIWISATA (MENINGKATNYA INOVASI
TEKNOLOGI DAN DESTINASIMPARIWISATA)

BYA-05

BYA-07
Bangkit Perdagangan Industri,

Data/ informasi BYA-09.01 BYA-09.02
Pengelolaan Peraturan

Koperasi dan UMKM terhadap -
PDRB dan Investasi (meningkatnya — " iy : Perundong-undangan dan
kontribusi sektor perdagangan, Peningkatan sistem inovasi Daerah remngiiay Boael oy Hitstapian Layanan Hukum
. —
industri pengolahan dan investasi) Pengembangan
Perda Kab No 1 Thn 2019 |
Data/infarmasi <
[ BYA-08 | 5o BYA-08
-
. . Q
Bangkit Tenaga Kerja Lokal > 3" Pengelolaan Organisasi
. Q
(Meningkatnya kesempatan BYA-09.03 —=______ 4 donTatalaksana
Data informasi

berusaha dan kesempatan

...... s B |
Peningkatan Pengembangan Perpres Nomor 29 Tahun 2014

kerja

Destinasi Pariwisata BYA-9

'——_>

Pengelolaon Akuntabilitas

Permenpan Nomd
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Identifikasi Peta Sub Proses

BYA-10

BANGKIUT INFRASTRUKTUR (MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR BAIK, BAIK MERATA DAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN NAIKNNYA STTATUS DESA)

BYA-05

Peraturan

ditetapkaT

Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan dan
Layanan Hukum

(-
\

Perda Kab No 1 Thn 2019

BYA-10.01 BYA-10.02
L Eennokatanliclsstiuiaunbagyss Peningkatan Rehabilitasi/ Pemeli
: Program Pembangunan Jalan dan
Bl‘::tgft’i 2 ;‘-’L::::’Z::' jembatan haraan Jalan dan Jembatan
Perlindungan Masyarakat Data/ infarmasi
Menurunnya kriminalitas | - - BYA-10.03 BYA-10.04
-~ Bt /infmmasi' Peningkatan Pengembangan
Perumahan Peningkatan Pembangunan Salur an
Drainase/Gorong-gorong
BYA-04
> BYA.-10.05 BYA.-10.06
(Bangkit Demokrasi) Upaya PFenge.mb?ngan Klner!a Peningkatan Pengembangan
Pengalahan Air Minum dan Air Infrastruktur Perdesaan

Meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam
berdemokrasi

Data/ informasi
Limbaheningkatan

BYA.-10.08

4

BYA.-10.07

Peningkatan Lingkungan
Sehat Perumahan

Peningkatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perhubungan

BYA.-10.09

Peningkatan Pembangunan Prasa
rana& Fasilitas Perhubungan

Peningkatan Pembangunan
Kawasan Pedesaan

BYA.-10.12

BYA.-10.11

PeningkataN Pembangunan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa

Kawasan Pedesaan

BYA.-10.14

BYA.-10.13

Peningkatan Infra struktur

Peningkatan Pengembangan
Wilayah Transmigrasi

B— % BYA-08

=

§ & Pengelolaan Organisasi
2. dan Tatalaksana

<

Perpres Nomor 29 Tahun 2014

BYA-9

Pengelolaan Akuntabilitas

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014




64
Identifikasi Peta Sub Proses

BYA-11
BANGKIT KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MENINGKATNYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN
RESIKO BENCANA
BYA-06 BYA.O5
Bangkit Pertanian Bty il Bl ol ibip Pengelolaan peroaturan
(Meingkatnya | Peningkatan Pengendalian Peningkatan Pengembangan | Peraturan Perundang-undangan dan
Kesejahteraan Petanian dan Pencemaran dan Perusakan Kinerja Pengelolaan ditetapkan Layanan Hukum
Nelayan) > Lingkungan Hidup Persampahan «—
D = ;l_.'? Perda Kab No 1 Thn 2019
ata/rmasi ...... &
3
BYA-10 BYA-11.03 BYA-11.04 3 BYA-08
Bangkit Insfrastruktur — B ot
(menin gkatn i Thelractailtiin Peningkatan Perlindungan Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Organisasi
gratny ; y dan Konservasi Sumber Daya Akses Informasi SumberDaya | ——— > dan Tatalaksana
yang baik, merata dan ARl Alam Alam dan Lingkungan Hidup |
berwawasan lingkungan) | 7
Perpres Nomor 29 Tahun 2014
BYA-11.05 BYA-11.06 BYA-9
4 5 : Peningkatan Pencegahan dan
Pe katan Pe dal >
28 Polusin genaeian Penanggulangan Kebakaran — 7 | Pengelolaan Akuntabilitas
Hutan dan Lahan —
Permenpan Nomor 53 Tahun 2014
BYA11.07
Peningkatan pencegahan dini
dan penanggulangan korban
bencana alam




65.a

Identifikasi Peta Sub Proses

BANGKIT REFORMASI BIROKRASI (MENINGKATNYA
REFORMASI BIROKRASI)

Peningkatan Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur

| BYA-04 | BYA.05
Ba'.'n‘gm'f Demokrasi _— BYA-12.01 BYA-12.02 4—— > | Pengelolaan peraturan
{Memngkatnya Kesadoran e i Peningkatan Sistem Pengawasan Perundang-undangandan
Masyarakat dalam sl dar pecgen da"angKebﬁakan Peningkatan Profesi analisme Siiatican Layanan Hukum
] tenaga Pemeriksa dan Aparatur ditetapkan
Data/informasi ......
Perda Kab No 1 Thn 2019
BYA-12.03 BYA-12.04
BYA-05 Upaya pehatasn dan Peningkatan Optimlisasi c‘
Bangkit Prestasi dan —_— penyempurnaan kebijakan sistem Pemanfaatan Teknalogi Infarmasi & BYA-08
Keimanan M dan prasedur pengawasan 5
( Meningkatnya Dtafinforinas g Pengelolaan Organisasi
: y | I 2 dan Tatalaksana
masyarakat yang Berprestasi
dan Relegius) - BYA-12.05 BYA-12.06 _Perpres Nomor 29 Tahun 2014
Peningkatan Pencegahan Korupsi peningkatan Pendidikan <
Kedinasan BYA-9
BYA-12.07 BYA-12.08 Pengelolaan Akuntabilitas

Peningkatan Penguatan

BYA-12.09

Peningkatan Program
Perencanaan Pembangunan
Daerah

BYA-12.10

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014

Peningkatan Pengendalian
Pelaksanaan Pembangunan

BYA-12.11

BYA-12.12

Peningkatan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan

Peningkatan Optimalisasi
Pengelolaan Anggaran Daerah

BYA-12.13

BYA-12.14

Peningkatan Optimalisasi
Penatausahaan Belanja Daerah

Peningkatan Kualitas
Informasi Keuangan

BYA-12.15....




Keimanan Masyarakat
( Meningkatnya masyarakat
yang Berprestasi dan
Relegius)

'y

65.b

Identifikasi Peta Sub Proses

Lanjutan BYA-12.15
BYA-04
Bangkit Demokrasi
(Meningkatnya Kesadaran Dt Ml
Masyarakat dalam =
| Berdemakrgsi) = |
Data/rmasi ......
BYA-0O5
Bangkit Prestasi dan —_—

Data/informasi

BYA-12

BANGKIT REFORMASI BIROKRASI (MENINGKATNYA
REFORMASI BIROKRASI)

BYA-12.15

BYA-12.16

Peningkatan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

BYA-05

Peningkatan Program Penataan
Ketatalaksanaan

BYA-17

BYA-18

Upaya Peningkatan Kinerja
Pelayanan Pengadaan Barang dan

Peningkatan Implementasi Layanan
Pengadaan Sistem Elektronik

BYA-12 19

Peningkatan program
Pengembangan Elektronik
Government Berbasis Teknalogi
Informasi Komunikasi

BYA-12.20

Peningkatan Program Kerjasama
Komunikasi Publik

BYA-12.21

BYA-12.22

Peningkatan Program
Pengelolaan Informasi
Adminstrasi Penduduk

Peningkatan Perbaikan
Sistem Adminstrasi Kearsipan

BYA-12.23

Peningkatan Penyelamatan
dan pelestraian Dokumen

A

Pengelolaan peraturan
Perundang-undangan dan

o Peraturan

g ditetapkan Layanan Hukum

sPerda Kab No 1 Thn 2019

g

3 BYA-08
—> Pengelolaan Organisasi
e dan Tatalaksana

DPerpres Nomor 29 Tahun 2014

Y BYA-9

Pengelolaan Akuntabilitas

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014
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IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI BYA.01.01.01, BYA. 01.02.01 dan BYA.01.03.01)
BYA.O1 (Bangkit Pendidikan) |

DISDIK
BUD

Penyusunan Rencana Program Pendidikan anak usia dini, Prog wajib belajar sembilan tahun dan prog Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pembangunan Gedung

Sekolah

LITBANG|

LAP.Pelaksanaan
Kegiatan

| —

BAPEEDA

—

DIN
KES
(

IRDA

ORA

n

Dista |{IDISP

DPK
UKM

nIs

BPKAD | DUK |Din | NAKER

TRANS

DIS
CAPIL [Sos

Verifikasi Matrik
Kegiatan

TR [SETDA

DPU-

I Monitoring dan draft Penyusunan

Penyusunan laporan /Laporan Kinerja dan
pelaksanaan 1 capaian kegiatan

pembangunan pembangunan

D

DIS

KIM | HuB

DIS
PER

fz_‘ Penyusunan RENSTRA
e Renja dan IKU
: Penetapan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan
OPD mencantumkan
kegiatan dimaksud

DIS KO
MINFO

DLH

BPBD
KES
BANG

BA
PENDA

DPM
PTSP

BKPS
DM

SAT- POL=
PP

OPD
LAIN
&KEC




IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI
BYA.O1

66

(Bangkit Pendidikan) BYA.01.05.09 (Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat Budaya Baca)

RAPEED| DISDIK
LITBAN| BUD

I

Penyusunan Rencana BYA-01.05
Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 =

DPK
]

IRDA

— 1

v

Pelaksanaan kegiatan
Publikasi dan Sosialisasi

ORA

DITA | |DISP
N

DPK
UKM

DIS
NAKE
S

TRAN

SETD |BPKAD| DINSOY R

A

Minat Budaya Baca

Verifikasi Matrik
Kegiatan Publikasi

DPU-
TR

DIS
DUK
CAPIL

DIs

DKP| wum

PER
KIM
[TAN

DIS KO
MINFO

DLH

[RPBD KES
BANG

BA
PENDA

PTSP

DPM

BKPS DM

poL
PP

OPD
LAIN |57,
&KEC.

Penyusunan
RENSTRA Renja
dan IKU
Penetapan Kinerja
OPD mencantum
Program kegiatan
dimaksud
Publikasi dan
Sosialisasi Minat
Budaya Baca

Penyusunan Draft
laporan pelaksanaan
kegiatan

Penyusunan Lakip
/Laporan Kinerja
Publikasi dan
Sosialisasi Minat

LAP_Pelaksanaan




IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI 67
BYA-0201 | (Bangkit Kesehatan) l

BYA-02.01
Penyusunan Rencana Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
Pengadaan Gedung
Penunjang/RS/Puskes

I—l

DIN
KES

DIK

LAP.Pelaksanaan
Kegiatan

!APFEDA DIN
LITRANG

IRDA

IDISP
ORA

DITAN

DIS [pPK

DUK |NAKER [UK
CAPIL [ TRANS | M

DIS

Verifikasi Matrik
Kegiatan

SETDA B"r'f'" DINSOS

DPU-
TR

Penyusunan Lakip
/Laporan Kinerja
KABUPATEM dan OPD [ L,

Penyusunan Lakip
/Laporan Kinerja dan
capaian Kin

Y

DKP

Penyusunan RENSTRA
Renja dan IKU
Penetapan Kinerja
OPD

MINFO | KIM | HUB

DIS

DIS KO | PER
TAN

Pengumpulan data capaian
Kinerja TW

DLH

BPRD
KES
BANG

BA

PTSP | PENDA

DPM

BKPS
oM

PP

SAT-
POL=

OPD
LAIN
&KEC.




68

IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI

(BYA.03.01.03 (Pengendalian Keamanan Lingkungan)
BYA-03.01 (Bangkit Trantib)

BYA-03.01

PP

( Penyusunan Rencana ) Bangkit Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat/ Menurunnya kriminalitas

s

LAP.Pelaksanaan
v

Kegiatan

BAPPEDA | SAT- POL =

LITBANG

Penyusunan
RENSTRA Renja
dan IKU
Penetapan Kinerja
OPD

IRDA

DIN
KES

DIN
DIK

DPK

DI
DUK
capiL | UM

BPKA
D

Verifikasi Matrik

Kegiatan Trantib

\—/ y

A

Monitoring dan Penyusunan /Laporan

Penyusunan Draft i M pelaksanann
Laporan Kinerja OPD kegiatan/ Kinerja dan

Pengumpulan data capaian
Pelaksamaam kegiatan TW

IDISPORA | DPU- TR || SETD

capaian Kin

DIS

DLH

BA [RPBD KES

PTSP. | PENDA [ BANG

DPM

BKPS
DM

DIS
NAKER
TRANS

OPD LAIN
&KEC.




69
IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI

BYA.04.01.01 (Penyuluhan kepada masyarakat)
BYA-04 E (Bangkit Demokrasi)

BYA-04.01

Penyusunan Rencana Program Pendidikan Palitik Kepada Masyarakat
Kegiatan Penyuluhan

kepada masyarakat ( LAP.Pelaksanaan )
B3
: v

PP

BAPPEDA | SAT- POL=

LITBANG

x

Penyusunan
RENSTRA Renja
dan IKU

IRDA

DIN
KES

DIN
DIK

DPK
UKM

DIS
DUK

CAPIL

Verifikasi Matrik
Kegiatan

BPKA
D

Penyuluhan kpd
masyarakat

A

Monitoring dan Penyusunan /Laporan
Pengumpulan data capaian Penyusunan Draft pelaksanaan

Pelaksamaam kegiatan TW "| Laporan Pelaksanaan L kegiatan/ Kinerja dan

IDISPORA| DPU- TR | SETD

kegiatan capaian Kin

DIS
PER
KIM | HUB

DIS KO
MINFO

DLH

BPBD KES

BA

PTSP | PENDA | BANG

DPM




IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI

BYA-05

1an Masyarakat)

SETDA

BAPPEDA
LITBANG

IRDA

DIN
KES

DIN
DIK

DPK
ApL | UKM

DIS
DUK
C

BPKA

7

N

70

BYA.05.01.01 (Pemberangkatan dan Pemulangan jemaah haji)

BYA-05.01

Program Pelayanan Sosial Kemasyarakat

Penyusunan Rencana
Prog/Kegiatan Sosial
kemasyarakatan /Keg

Pemberangkatan & Pemulangan

A

Penyusunan
Rencana kerja
dan tahapan
kegiatan

IDISPORA | DPU- TR |SETDA

DIS

DLH

BA [BPBD KES

PTSP | PENDA | BANG

DPM

BKPS
DM

nIs
NAKER
TRANS

OPD LAIN
&KEC.

.

Verifikasi Matrik
Kegiatan
sesuai renja

¥

Pengumpulan data capaian
Pelaksamaan kegiatan

Monitoring dan
Penyusunan Draft
Laporan
Pelaksanaan
kegiatan

LAP.Pelaksanaan
Kegiatan

Penyusunan /Laporan

pelaksanaan

kegiatan/ Kinerja dan [——

capaian Kin




71

IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI BYA.06.01.01 (Penyediaan sarana dan prasarana pertanian)

BYA-06 [ (Bangkit Pertanian) ]
= BYA-06.01
i i LAP.Pelaksanaan
- Penyu?unan Rencan_a Program Penyediaan sarana dan prasarana pertanian MorteRngdan B il
b= % Prtﬁ{;:gl:‘t::pf:::;zcrl::an Penyusunan Draft sarana dan prasarana
Laporan
é o pertanian Pelaksanaan
g E kegiatan Penyediaan
== Saranadan Penyusunan /Laparan
= ™~ prasarana pertanian pelaksanaan
2 kegiatan/ Kinerja dan
T capaian Kin
=g
o
zx
(==}

DPK

DIs

DUK

capiL | UM
—

v

Verifikasi Matrik

s Kegiatan

= Penyusunan Sesuai ranja ¥
g Rencana kerja Pengumpulan data
. dan tahapan capaian Pelaksamaan
3 kegiatan kegiatan Penyediaan :
> sarana dan prasarana
= pertanian =
=
g
e

wn e

52

2EEE

o

a g i

=
=
o

ge

g3

&

3
2z
a

ik

g

22

DIS
NAKER
TRANS

OPD LAIN
&KEC.
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IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI

BYA.07.01.01 (Sosialisasi Kebijakan tentang UKM)
| BYA-07 (Bangkit Perdakop Investasi))

BYA-07.01 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

— —~

BAPPEDA
LITBANG

Prog/Kegiatan Sosial
Kebijakan tentang UKM

Penyusunan Rencana )

LAP.Pelaksanaan
Pengumpulan data peserta | Kegiatan Sosialisasi
Pelaksamaan kegiatan

N~ sl

DPK UKM

Verifikasi Matrik
Kegiatan
sesuai renja

Persiapan
pelaksanaan

IRDA

» Rencana kerja dan
tahapan kegiatan

DIN
KES

Sosialisasi

DIN
DIK

DIS
DUK
CAPIL

BPKA
D

A

Penyusunan /Laporan
Pelaksanaan pelaksanaan
kegiatan Sosialisasi ™| kegiatan/Kinerja dan

IDISPORA | DPU- TR || SETD

Kebijakan tentang capaian Kin Sosialisasi
UKM

DIS

Dis
PER
KM | HuR

DLH

BA [RPBD KES

PTSP. | PENDA [ BANG

DPM

BKPS
DM

DI§
NAKER
TRANS

OPD LAIN
&Klp
UKM.
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IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI BYA_08.01.04 (Pelatihan berbasis masyarakat)
BYA-08 [ {Bangkit Tenaga Kerja Lokal) |

BYA-08.01 Program Peningkatan Kualitas dan Produkstivitas Tenaga Kerja

Penyusunan Rencana
Prog/Kegiatan
Peningkatan Kualitas dan

LITRANG

LAP.Pelaksanaan

Kegiatan Pelatihan

Verifikasi Matrik
Kegiatan

DISNAKER | BAPPEDA

TRANS-

A 4

Penyusunan sesuai renja

IRDA

Rencana kerja =
dan tahapan \/

kegiatan

DIN
KES

DIN
DIK

DPK
UKM

DIS
DUK
CAPIL

BPKA
D

A

Penyusunan /Laporan
pelaksanaan
kegiatan/ Kinerja dan

Pelaksanaan

kegiatan Pelatihan — |
Berbasis Masyarakat

IDISPORA | DPU- TR || SETD

capaian Kin

DIS

KM | HuB

DIS
PER
TAN

DIS KO
MINFO

DLH

BA [BPBD KES

PTSP. | PENDA | BANG

DPM

BKPS
DM

DIS
NAKER
TRANS

OPD LAIN
& MASYA.
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IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI

BYA-09 I oo ey e o

BYA.09.01.01 (Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Penyusunan road mad SIDa)

BYA-09.01
BYA.09 Program Peningkatan Sistem Inovasi Daerah
> & .y
Penyusunan Rencana
é g Prog/Kegiatan P.Sistem ID/ LAP.Pelaksanaan
§ E Penyusunan Road MAd Kegiatan
SiDa
N [ g
= v
B2
2 Penyusunan
Rencana kerja
dan tahapan i
kegiatan
g Verifikasi Matrik
S Kegiatan
sesuai renja
Pelaksanaan
Kegiatan

<
g
=y
B
[~}
3
:
2
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IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI BYA.10.01.01 ( Perencanaan Pembangunan Jalan) dan BYA.10.0102 (Pembangunan Jalan)

BYA-10 [ (Bangkit Infrastruktur) |
BYA-10.01
Program Pembangunan Jalan dan lembatan

—
Penyusunan Rencana
é © nyusun f encan LAP.Pelaksanaan
&E Prog/Kegiatan Kegiatan
== Pembangunan Jalan dan g
Jembatan
N d T
(= |
é v
£ Penyusunan
= Rencana kerja
dan tahapan j\
kegiatan
g Verifikasi Matrik
& Kegiatan
sesuai renja
< Monitoring/
3 Pelaksanaan Pengawasan
= £ — ——»
) Kegiatan Pelaksanaan/
serta laporan

SEKRETARIAT
DAERAH

SELURUH OPD
TERKAIT

REKANAN/
PIHAK KETIGA
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IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI BYA.11.01.01 ( Koordinasi Penilaian Kota Sehat) dan BYA.11.01.02 (Pemantauan Kualitas Lingkungan)
BYA-11 [ (Bangkit KLH) |

BYA-11.01

Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

Penyusunan Rencana
g2 i i LAP.Pelaksanaan
£ - Prog/Kegiatan s
2= Pengendalian Pencemaran egiatan

dan Pengrusakan

B A

Sea
223 ' .
=222
ooz
9z Penyusunan
= :
Rencana kerja
dan tahapan j\
kegiatan
g Verifikasi Matrik
g Kegiatan
sesuai renja
Monitoring/
é Pe;:k%naaan Pengawasan
, glatan Pelaksanaan/
serta laporan

SEKRETARIAT
DAERAH

SELURUH OPD
TERKAIT

REKANAN/
PIHAK KETIGA &
MASY
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IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI BYA.12.01.01 (Keg. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala)
BYA-12 |(Bangkit Reformasi Birokrasi) |
BYA-12.01
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

Penyusunan Rencana
Prog/Kegiatan
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan

LAP.Pelaksanaan

Kegiatan

BAPPEDA
LITBANG

Pengendalian Kebijakan £ 3

\
- P

= v
=

Penyusunan

Rencana kerja
dan tahapan j\
kegiatan

(-}
g Verifikasi Matrik
«@

Kegiatan
sesuai renja

Monitorin
Pelaksanaan &/

iRl Pengawasan
egiatan Pelaksanaan/

serta laporan

SEKRETARIAT
DAERAH

DINAS
LINGKUNGA
N HIDUP

SELURUH OPD
TERKAIT

MASYARAKAT
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IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI , BYA.12.04.01 (Keg. Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan) dan BYA.12.04.02 (Kegiatan Digitalisasi Data Hasil Pengawasan)
BYA-12 [(Bangkit Reformasi Birokrasi) _ |

BYA-12.04
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

s
Penyusunan Rencana
2w 3 LAP.Pelaksanaan
8z Prog/Kegiatan S
SE Peningkatan Optimalisasi £gidian
Pemanfaatan Teknologi
\ Informasi of *
S . —
< h 4
=
= Penyusunan
Rencana kerja
dan tahapan i
kegiatan
o
w
g = Verifikasi Matrik
g Kegiatan
3 sesuai renja

Monitoring/
Pelaksanaan

o Pengawasan
egiatan Pelaksanaan/

serta laporan

BPKAD
Y

SEKRETARIAT
DAERAH

SELURUH OPD
TERKAIT

MASYARAKAT
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IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI BYA.12.05.01 (Keg. Evaluasi Zona Integritas/Wilayah Bebas Bersih Melayani )
BYA-12 |(Bangkit Reformasi Birokrasi) |
BYA-12.05 (Program Pencegahan Korupsi)

7

Penyusunan Rencana
Prog/Kegiatan Pencegahan
Korupsi Keg. Evaluasi Zana

Integritas/Wilayah Bebas

LAP.Pelaksanaan
Kegiatan

BAPPEDA
LITBANG

\ Bersih Melayani
L l -
> b 2
a
o«
== Penyusunan
Rencana kerja
dan tahapan L
kegiatan
o
o = :
g g Verifikasi Matrik
§ Kegiatan
sesuai renja
a Monitoring/
. Pelaksanaan Pengawasan
> 7 1 )
m ' Kegiatan Pelaksanaan/
serta laporan

SEKRETARIAT
DAERAH

DPM
PTSP

DISDUK
PENCAPIL

UNIT
RSUD

SELURUH
OPD
TERKAIT
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IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI BYA.12.06.01 (Keg. Pendidikan Penjenjangan Struktural Diklat PIM IV )
BYA-12 (Bangkit Reformasi Birokrasi)

BYA-12.06 (Program Pendidikan Kedinasan)

7
. Penyusunan Rencana LAP.Pelaksanaan
gz Prog/Kegiatan : .Ke iatan
E E Pendidikan i
Kedinasan/Pendidikan
\ Diklat Pim IV /
~ : =

g v

wy

% Penyusunan

Rencana kerja
dan tahapan j\
kegiatan
= Verifikasi Matrik
= Kegiatan
sesuai renja

; Pelaksanaan Monitoring/

g Kegiatan, .\ Pengawasan

> Pendidikan Pelaksanaan/

, Diklat Pim IV
serta laporan

SEKRETARIAT
DAERAH

DPM
PTSP

DISDUK
PENCAPIL

PIHAK
KETIGA

SELURUH
oPD
TERKAIT
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IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI BYA.12.07.04 (Keg. Pembangunan/Pengembangan Sistem SIMPEG Daerah )
BYA-12 (Bangkit Reformasi Birokrasi)

4 N\

BYA-12.07 (Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur))

Penyusunan Rencana
Prog/Kegiatan : Program LAP.Pelaksanaan
Pembinaan dan Kegiatan
Pengembangan Aparatur/
Keg. Pengembangan Sistem

BAPPEDA
LITBANG

SIMPEG /
N - "

3 v

< Penyusunan Rencana

= kerja dan tahapan

kegiatan Keg. 3.
Pengembangan Sistem
SIMPEG
3 Verifikasi Matrik
(= Kegiatan
sesuai renja
Monitoring/

[ Pelaksanaan : ;:E::::::/

s Kegiatan

= Pengembangan| -~ *| sertalaporan ——

¥ Sistem SIMPEG kegiatan

Pengembangan
Sistem SIMPEG

SEKRETARIAT
DAERAH

DPM
PTSP

DISDUK
PENCAPIL

PIHAK
KETIGA

SELURUH
oPD
TERKAIT
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IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI BYA.12.08.01 (Keg. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) )
BYA-12 {Bangkit Reformasi Birokrasi)
BYA-12.08 (Program Peenguatan Akuntabilitas Kinerja)

-~ ~

Penyusunan RPJMD, IKU
dan PK, Rencana
Prog/Kegiatan Program
Penguatan Akuntabilitas
Kinerja/ Penyusunan LKjIP

RAPPEDA
LUTBANG

LAP.Pelaksanaan
Kegiatan

\

N

v
Penyusunan
Rencana kerja
dan tahapan
kegiatan

termasuk rapat
Monitoring/

TIM LKjIP -
Verifikasi Matrik Pengawasan
Pelaksanaan/ serta

Kegiatan
sesuai RPIMD, ' Draft laporan
Renstra, renja &
IKU

SEKRETARIAT
DAERAH

IRDA

A

Pelaksanaan
Kegiatan
Penyusunan

1 "|  LKjIP dan
Laporan Capai
TWI-TW IV

A

BPKAD

BKPSDM

DPM
PTSP

DISDUK
PENCAPIL

PIHAK
TERKAIT

SELURUH
oPD/
Kec.
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IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI BYA.12.08.01.a (Keg. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP TINGKAT OPD )

BYA-12 {Bangkit Reformasi Birokrasi)
BYA-12.08 (Program Peenguatan Akuntabilitas Kinerja)

- B 2
Penyusunan RPJMD, IKU
dan PK, Rencana
Prog/Kegiatan Program
Penguatan Akuntabilitas
Kinerja/ Penyusunan LKjIP

RAPPEDA
UTBANG

LAP.Pelaksanaan
Kegiatan

\

=

v
Penyusunan Tim
tahapan kegiatan
termasuk rapat
TIM LKjIP

SEKRETARIAT
DAERAH

Monitoring/ Pengawasan
Pelaksanaan/ serta Draft
laparan Penyusunan LKjIP hasil
Reviu Irda

Verifikasi Matrik
Kegiatan
sesuai RPIMD,
Renstra, renja &

W Pelaksanaan
Kegiatan
Penyusunan

»  LKjIP dan

" Laporan

CapaianTW I -
TW IV

IRDA

BPKAD

BKPSDM

DPM
PTSP

DISDUK
PENCAPIL

PIHAK
TERKAIT

SELURUH
oPn/
Kec.




84

IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI BYA.12.08.02 (Keg. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) )

BYA-12 (Bangkit Reformasi Birokrasi)
BYA-12.08 (Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja)

> o B
Penyusunan Rencana
Prog/Kegiatan Program
Penguatan Akuntabilitas
Kinerja/ Penyusunan LPPD

AN P 4

BAPPEDA
LITBANG

LAP_Pelaksanaan
Kegiatan /Dokumen

v

Penyusunan Tim
tahapan kegiatan
termasuk rapat
TIM LPPD .

Monitoring/ Pengawasan

Pelaksanaan/ serta Draft
laporan Penyusunan LPPD hasil

SEKRETARIAT
DAERAH

Verifikasi Matrik
Kegiatan
sesuai RPIMD, Reviu Irda
Renstra, renja &
IKU

IRDA

Pelaksanaan
Kegiatan
1 "| Penyusunan

LPPD

BPKAD

BKPSDM

DPM
PTSP

DISDUK
PENCAPIL

PIHAK
TERKAIT

SELURUH
OPD/
Kec




85

IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI BYA.12.09.01 (Keg. Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD )

BYA-12 (Bangkit Reformasi Birokrasi)
BYA-12.09 (Program Perencanaan Pembangunan Daerah)

- N

Penyusunan Rencana
Prog/Kegiatan Program
Perencanaan Pembangunan
Daerah/ Keg. Penyelenggaran
Musrenbang RKPD

e A

BAPPEDA
LITBANG

P

LAP.Pelaksanaan
Kegiatan /Dokumen

v

Penyusunan Tim
tahapan kegiatan
termasuk rapat

TIM serta :
Persiapan
Pelaksanaan

SEKRETARIAT
DAERAH

Monitoring/ Pengawasan

Verifikasi Matrik Pelaksanaan/ laporan
Kegiatan Penyusunan Musrenbang RKPD
Musrenbang /

RKPD

IRDA

Pelaksanaan
Kegiatan
Musrenbang

! RKPD

BPKAD

A4

BKPSDM

DPM
PTSP

DISDUK
PENCAPIL

PIHAK
TERKAIT

SELURUH
opD/
Kec,




IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI
(Bangkit Reformasi Birokrasi)

BYA-12

BAPPEDA
LITBANG

SEKRETARIAT
DAERAH

oy

Penyusunan Rencana
Prog/Kegiatan Program

Pengendalian Pelaksanaan

Pembangunan Keg.
Monitaring dan Evaluasi

86

BYA.12.10.01 (Keg. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja )

BYA-12.10 (Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan )

~~\

4

v

IRDA

BPKAD

BKPSDM

DPM
PTSP

DISDUK
PENCAPIL

PIHAK
TERKAIT

SELURUH
oPD/
Kec,

Penyusunan Tim
tahapan kegiatan
termasuk rapat

TIM serta
Persiapan
Pelaksanaan

Verifikasi Matrik
Kegiatan
Keg.
Monitoring dan

Evaluasi Capaian

LAP.Pelaksanaan Kegiatan
/Dokumen hasil Keg.
Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja

—1

Monitoring/ Pengawasan
Pelaksanaan/ laporan Keg.
Moenitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja

Pelaksanaan
Kegiatan Keg.
Monitoring dan

Evaluasi
Capaian Kinerja
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IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI BYA.12.14.01 (Keg. Penyusunan Laporan Berkala Pemerintah Daerah)

BYA-12 (Bangkit Reformasi Birokrasi)
BYA-12.14 (Program Peningkatan Kualitas Informasi Keuangan)

Penyusunan Rencana

g0 Prog/Kegiatan Peningkatan
) g Kualitas Informasi Keuangan/
5 E Keg. Penyusunan lLaporan
Berkala Pemerintah Daerah /LAP.Pelaksanaan Kegiatan
\ / /Dokumen hasil Keg.
T Penyusunan Laporan Berkala
g 2 Pemerintah Daerah
& Penyusunan Tim
tahapan kegiatan
termasuk rapat /\ [ 1
TIM serta
Persiapan e Monitoring/
< Pelaksanaan Venﬁka'5| Matrik Pengawasan
g Kegiatan Pelaksanaan/ laporan
Keg. Penyusunan Keg. Penyusunan
Laporan Berkala Laporan Berkala
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pelaksanaan

h

=
ég Kegiatan Keg.
[~ Penyusunan
£° »| Laporan Berkala
4 Pemerintah
Daerah

BKPSDM

DPM
PTSP

DISDUK
PENCAPIL

PIHAK
TERKAIT

SELURUH
OPD/
Kec.
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TABEL LINTAS FUNGSI KAB. BANYUASIN

NO OPD Aktivitas/ Kegiatan OUTPUT SOP Administrasi Pemerintahan Kode Lintas Fungsi
1 Dis Pendidikan dan| Pembangunan Gedung | Terbangunnya Gedung Sekolah SOP Pembangunan Gedung Sekolah
Kebudayaan Sekolah BYA.01.01.01, BYA.01.02.01, BYA.01.03.01
Publikasi dan Sosialisasi Minat |Orang/ Murid yang mengikuti Sosialisasi
2 |DPKD Budaya Baca (terlaksananya Sosialisasi) SOP Pelaksanaan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca BYA.01.05.09
3 |DINAS Kesehatan PeagRlagn Ea g pRnans terbangunnya Gedung Penunjang SOP Pembangunan Gedung Penunjang BYA.02.01.01
RS/Puskesmas
4 |Sat-Pol-PP Damkar |Pengendalian Keamanan Terlaksanakan kegiatan Pengendalian SOP Pengendalian Keamanan Lingkungan BYA.03.01.03
Lingkungan Keamanan Lingkungan
5 |BPBD-Kesbangpol |Penyuluhan kepada Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan |SOP Pelaksanaan Sosialisasi Penyuluhan BYA.04.01.03
masyarakat
Bagian Kesra Pemberangkatan dan Selesainya Pelaksanaan Haji |SOP Pemberangakatan Jemaah Haji SOP |BYA.05.01.01
6 Setda Pemulangan Jemaah Haji Pemulangan Jemaah Haji
Dinas Penyediaan Sarana dan Tersedianya Sarana dan SOP Pengadaan /Penyediaan Saprotan BYA.06.01.01
7 Pertanian Tan Prasarana Pertanian Prasarana Pertanian
Pangan
Dis Perdakop Sosialisasi Kebijakan Terlaksananya Sosialisasi SOP Sosilisasi Kebijakan tentang UKM BYA.07.01.01
8 UKM tentang UKM kebijakan tentang UKM
Disnakertrans Pelatihan Berbasis Masyarakat yang mengikuti SOP Pelaksanaan Pelatihan untuk BYA.08.01.04
9 Masyarakat Pelatihan Masyarakat
Bappeda Penguatan Sistem Penyusunan Road Mad SIDa SOP Penyusunan Road Mad SIDa BYA.059.01.01
Litbang Inovasi Daerah (SIDa)/
10 Penyusunan Road Mad
SID
Dinas PU TR Perencanaan Dokumen Perencacaan Sop Pembangunan Jalan dan SOP BYA.10.01.01 dan BYA.10.01.01
Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan
11 Jembatan jembatan telah dibagun
Dinas Pelaksanaan Koordinasi Terlaksananya Koordinasi SOP Pelaksanaan Koordinasi Penilaian Kota |BYA.11.01.01
Lingkungan Penilaian Kota Sehat Penilaian Kota Sehat Sehat
12

Hidup
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NO OPD AKTIVITAS/ Kegiatan OUTPUT SOP Administrasi Pemerintahan Kode Lintas Fungsi

13 Idem Pemantauan Kualitas Terpantaunya kualitasnya/ data |[SOP Pemantauan kualitas lingkungan BYA.11.01.02
lingkungan kualitas lingkungan

14 Inspektorat Pelaksanaan Terlaksananya Pengawasan SOP Pengawasan Internal Secara Berkala BYA.12.04.01

Daerah Pengawasan Internal Internal Secara Berkala/adanya

Secara Berkala data laporan hasil pengawasan

15 Idem Digitalisasi data hasil Terlaksananya Digitalisasi data SOP Digitalisasi data hasil pengawasan BYA.12.04.02
pengawasan hasil pengawasan

16 Idem Evaluasi Zona Terlaksananya Evaluasi Zona SOP Evaluasi Zona Integritas/Wilayah Bebas |BYA.12.05.01
Integritas/Wilayah Bebas |Integritas/Wilayah Bebas Bersih |Bersih Melayani
Bersih Melayani Melayani

17 BKPSDM Pelaksanaan Pendidikan |[Terlaksananya Pendidikan SOP Pelaksanaan Diklat PIM IV BYA.12.06.01
Penjenjangan Struktural |Penjenjangan Struktural Diklat
Diklat PIM IV PIM IV/ adanya ASN yang

mengikuti Diklat PIM IV

18 Idem Pembangunan/ Terlaksananya pengembangan SOP Pengembangan Sistem SIMPEG Daerah |[BYA.12.07.04
pengembangan Sistem Sistem SIMPEG Daerah
SIMPEG Daerah

19 Setda / Bagor |Penyusunan LKjIP Laporan/Dokumen LKjIP Kab. SOP SAKIP dan SOP Penyusunan LKjIP Kab [BYA.12.08.01

dan OPD
lainnya

Dan Dok. LKjIP OPD

SOP Penyusunan LKjIP OPD
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NO OPD AKTIVITAS/ Kegiatan OUTPUT SOP Administrasi Pemerintahan Kode Lintas Fungsi
20 |[Setda / Penyusunan LPPD Laporan /Dokumen LPPD SOP Penyusunan LPPD BYA.12.08.02
Bag.Adm.Pemm
erintahan dan
OPD lainnya
21 |Inspektorat Reviu Laporan Kinerja LHE SAKIP Kab dan OPD SOP reviu SAKIP Kab. Dan OPD
Instasi Pemerintah
(LKjIP) Pemda
22 |Bappeda Penyelenggaraan Terlaksananya Rakoor SOP Rakoor Musrenbang BYA.12.09.01
Litbang Musrenbang RKPD Musrenbang Dokumen
(Rapat Koordinasi Perencanaan Daerah
Penyusunan Rencana
Pembangunan)
23 |Bappeda Penyusunan RPJMD Dokumen Perencanaan Daerah |SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan
Litbang Daerah
24 |Semua OPD Rapat Koordinasi Laporan Kinerja OPD SOP Penyusunan LKjIP OPD
Penyusunan Rencana
Pembangunan
24 |Setda / Bag. Monitoring dan Evaluasi |LaporanMonitoring hasil Kegiatan |SOP Penyusunan Laporan pelaksanaan BYA.12.10.01
Adm Capaian Kinerja OPD Kegiatan
Pembangunan
dan OPD
lainnya
24 |BPKAD Penyusunan Laporan Laporan /Dokumen Laporan Keu |SOP Penyusunan Laporan Keu Pemda BYA.12.10.01

Berkala Pemerintah
Daerah

Pemda




PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

01. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya
Manusia yang Berdaya Saing tinggi melalui Pengembangan
Sistem Pendidikan dan Kesehatan yang representatif

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Kesehatan
3. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

o

02. Menciptakan situasi dan kondisi daerah yang aman dan nyaman
dalam suasana kehidupan demokrasi yang partisipatif, damai, kreatif
dan santun

1. Satuan Polisi Pamong Praja
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan
politik

03. Mendorong akselerasi peningkatan dan pemerataan masyarakat
yang beriman dan bertagwa serta kreatif dalam suasana nilai-nilai
kehidupan, kerukunan, keberagaman dan kebersamaan

04. Peningkatan, pemerataan perluasan pengelolaan sumber daya
alam, sumber daya ekonomi dan infrastruktur berdasarkan kearifan
lokal dan inovasi teknologi yang ramah lingkungan menuju Banyuasin

yang sejahtera

Dinas Pemuda Olah raga dan Pariwisata
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit/Bagian Kesra Setda Kab. Banyuasin
Kementerian Agama Kab. Banyuasin
BAZ Banyuasin

wop R

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuasin

Dinas Pertanian Tan Pangan dan Hortikultura

Dinas Perkebunan dan Peternakan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Disperkimtan

N oo g R

05. Peningkatan Pengelolaan Sistem Manajemen Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien terbuka
untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, berkualitas dan berkeadilan
2. Disperkimtan 12. Sekretariat Daerah 21. DPKD
3. DisPendidikan dan 13. Inspektorat Daerah .
Kebudayaan 14. BPKAD 22, Sekretariat DPRD
4. Dis Kesehatan 15. Disketpan 23. Dinas Perikanan
S.  Dis PM-PTSP 16. Dis Nakertrans 24. Bapenda
6. Dis DUKCAPIL 17. Dis Pertanian TP 25. BKPSDM
7. DisPerhubungan 18. Dis Perkebunan dan Peternakan 26. Bappeda Litbang
8.  Dis Kominfo 19. Sat-Pol PP Damkar 27. BPBD-Kesbangpol
9. Dinas D.PZKBP3A ' 20. Disporapar 28. Disperdagangan KOP, UKM
10. Dipastinglangan tidup 29. Dinas pemberdayaan Masy Desa
30. Kecamatan dalam Kab. Banyuasin/
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BAB V
PENUTUP

Penyusunan peta proses bisnis pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyuasin sebagai  salah satu langkah  untuk  mendapatkan
gambaran pelaksanaan program kegiatan yang ada di Kabupaten
Banyuasin, tujuannya adalah agar mampu melaksanakan tugas dan
fungsi secara efektif dan efisien serta mudah mengkomunikasikan
baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses
bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan
memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan
mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang

dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan.

Semoga dengan penyusunan tersebut dapat memberikan gambaran
terhadap proses bisnis yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Banyusin.




